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RESUME HASIL REMOTE AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-1 S-PHPL
PADA IUPHHK-HA PT WANA ADIPRIMA MANDIRI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 21 - 25 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor . Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
Telpon 0541-747798

c. Email . trustindoprimakarya@gmail.com

d. Akreditasi KAN sebagai . Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa
LPPHPL " berlaku 27 September 2016 s.d. 26 September 2020.

e. Penetapan sebagai LPI SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/
PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 18 Oktober 2016

f.  Penanggung Jawab :Ir. Kurnia, IPU
Kegiatan
g. Tim Pengambil 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua)
Keputusan 2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
h.  Tim Audit :
No. | Nama Fungsi / Jabatan
1. Ir Wasis Kuncoro Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut Auditor PHPL Produksi & VLK Hutan
3. Ir Jaenudin Trisna S Auditor PHPL Prasyarat
4, Hartati Saat, S.Si Auditor PHPL Ekologi
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2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

PT Wana Adiprima Mandiri

JI Hidayatullah No. 3 RT. 030 Pelabuhan Samarinda, Samarinda
ivan_2688@yahoo.com

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
(IUPHHK-HA)

No. SK.196/Menhut-11/2006 Tanggal 1 Juni 2006

33.090 Hektar di Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara

a.
b.
c.
d,

e.
f

g.

Nama Unit Manajemen
Alamat Kantor

Email

Jenis lzin Usaha

SK I[UPHHK-HA

Luas dan Lokasi Areal
IUPHHK-HA
Pengurus Perusahaan

MR Audit Penilikan Ke-

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (room) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-1 (kesatu) S-PHPL PT Wana
Adiprima Mandiri menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : 281 548 9515 dan password :
trustindo, dengan hasil sebagai berikut :

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

N

1

=

Sik Rudy Wongso (Komisaris Utama)
Ricky Hartono Salim (Komisaris)
H.M. Saleh Selamat (Direktur Utama)
Edi Triono, S.Hut (Direktur)

Gazali Rahman

NO.

TAHAPAN

WAKTU DAN
Z0OOM ROOM

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN

Koordinasi dengan
instansi Kehutanan
SEBELUM
penilaian

21 Juli 2020

Room Utama

. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

e Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah
sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat
pengantar dari Direktur UHP.

o Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil
(out put) kegiatan penilaian serta memintakan
dukungan dan masukannya.

. Rapat koordinasi dihadiri oleh :

1) Sutanto (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
Utara).
2) Roni Saefullah (BPHP Wilayah XI Samarinda)

. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan

absen secara elektronik.

Pertemuan
Pembukaan

21 Juli 2020

Room Utama

. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

o Perkenalan Tim Audit.

o Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang
digunakan dan cara kerja remote audit, serta
kriteria temuan audit.

¢ Konfirmasi terkait permintaan data audit dan
personil pendamping, protokol Covid-19,
kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan
tindak lanjutnya.
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NO.

TAHAPAN

WAKTU DAN
ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN

b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan

absen secara elektronik.

Verifikasi
Dokumen dan
Lapangan

Room 1
Room 2
Room 3
Room 4

21-24
Juli 2020

a.

Ruang lingkup penilaian mencakup :

1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan
menggunakan verifier dan indikator pada kriteria
prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai
L-1.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016.

2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan
menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan

secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat.

2) Room 2 untuk kriteria produksi dan VLK Hutan.

3) Room 3 untuk kriteria ekologi.

4) Room 4 untuk kriteria sosial.

Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM
(auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan
UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video
(MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel
pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai
form yang diberikan auditor.

Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-

12 Rev. M).

Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam

(recording).

Koordinasi dengan
instansi Kehutanan
SETELAH penilaian

25 Juli 2020
Room Utama

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit
manajemen.

2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang
disampaikan saat koordinasi awal.

3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK
pada proses Penilikan Ke-1 PHPL pada IUPHHK-
HA PT Wana Adiprima Mandiri.

Rapat koordinasi dihadiri oleh :

1) Syamsul Hudha (Dinas Kehutanan Prov. Kaltara).

2) Antonci Leo (BPHP Wilayah XI Samarinda)
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NO.

TAHAPAN

WAKTU DAN
Z0OM ROOM

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN

. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan

absensi secara elektronik.

Pertemuan
Penutupan

25 Juli 2020
Room Utama

. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria
penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar
VLK.

2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja
PHPL.

3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit
dan pemberian kesempatan banding apabila hasil
keputusan Penilikan Ke-1 dari LPPHPL PT
Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.

Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan

absensi secara elektronik.

Pengambilan
Keputusan

Samarinda
7 Agustus
2020

Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-1 S-PHPL
pada PT Wana Adiprima Mandiri dilakukan pada
tanggal 7 Agustus 2020.

PT Wana Adiprima Mandiri dinyatakan LULUS
penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja =
78,78% dengan predikat SEDANG, tidak ada verifier
bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi
Standar VLK.
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FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Dokumen legal seperti akte pendirian perusahaan dan
perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP, SKT, SPPKP, SK
IUPHHK-HA, serta dokumen administrasi tata batas mulai
dari pedoman tata batas, instruksi tata batas, surat tugas,
dan laporan tata batas PT Wana Adiprima Mandiri tersedia
lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata
batas yang telah dilakukan.

Realisasi tata batas di lapangan sudah temu gelang
dengan realisasi sepanjang 86.046,16 M atau sebesar 100
%. Namun laporan tata batas masih dalam proses
penyelesaian di BPKH Wilayah IV Samarinda.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan laporan
adalah menanyakan kepada konsultan pelaksana tata
batas tentang progress laporan tata batas dan meminta
untuk  mempercepat  penyelesaian  laporan  dan
menyelesaikan penetapan areal kerja di instansi terkait
(BPKH dan Kementerian LHK).

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
NO NOMOR, JUDUL & NILAI NILA
BOBOT VERIFIER bAb i GAUICHL
VERIFIER VERIFIER
1. 1.1.1. Baik 3
Ketersediaan dokumen
legal dan administrasi tata
batas (PP, SK IUPHHK-
HA, Buku TBT, Peta TBT)
(CD)
2. 1.1.2. Sedang 2
Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB)
(D)
3. 1.1.3. Baik 3

Pengakuan para pihak
atas eksistensi areal
IUPHHK kawasan hutan
(BATB)

(CD)

Di dalam areal IUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri
tidak terdapat konflik terkait batas dengan masyarakat
sekitar maupun dengan pihak lain yang berbatasan
dengan areal [IUPHHK-nya.

Berdasarkan dokumen Berita Acara pelaksanaan tata
batas diketahui bahwa areal IUPHHK-HA PT. Wana
Adiprima Mandiri telah ditata batas dan terdapat
persetujuan dan penandatanganan Berita Acara dari para
pihak sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki
kesepakatan dengan Ahli Waris Tabor Sawen sebagai
pemilik hutan adat di Kelompok Sungai Gita dan telah
dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama yang
telah dicatatkan pada Notaris Sisnarto, SH, MKn Nomor
56/L/2014 tanggal 05 Juni 2014. Dalam dokumen
Perjanjian Kerjasama tersebut disebutkan bahwa PIHAK
PERTAMA selaku Ahli Waris Tabor Sawen berdasarkan
alas hak yang berasal dari pemberian Pemerintah Hindia
Belanda Onderdistrict Hooft Van Malinau tanggal 21
Januari 1941 yang diberikan kepada Tabor Sawen telah
sepakat dengan PT Wana Adiprima Mandiri sesuai dengan
SK IUPHHK-HA No. SK.196/Menhut-11/2006 untuk
mengelola dan menerima hasil dari penjualan dan
pemanfaatan hasil hutan tersebut. Selanjutnya Pihak Ahli
Waris akan menjaga dan menjamin keberadaan PT Wana
Adiprima Mandiri dalam mengusahakan pemanfaatan
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NO

NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER

NILAI
KINERJA
VERIFIER

NILAI
AKTUAL
VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

kayunya dari gangguan pihak manapun.

Dengan demikian pada areal IUPHHK-HA PT Wana
Adiprima Mandiri tidak terdapat konflik batas dengan
pihak lain berdasarkan pada dokumen yang berkekuatan
hukum di atas.

1.1.4.

Tindakan pemegang izin
dalam hal terdapat
perubahan fungsi
kawasan. Apabila tidak
ada perubahan fungsi
maka verifier ini menjadi
Not Aplicable.

(CD)

Baik

Pada areal IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri
terdapat perubahan fungsi Kawasan sesuai dengan peta
overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan
Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan
Utara (Lampiran SK No. 718/Menhut-11/2014 tanggal 29
Agustus 2014).

Perubahan tersebut berupa :

- HPT dari 33.090 Ha menjadi 31.607 Ha,
- HP dari tidak ada menjadi 210 Ha,

- HPK dari tidak ada menjadi 24 Ha,

- APL dari tidak ada menjadi 1.249 Ha

Atas perubahan fungsi kawasan tersebut PT Wana
Adiprima Mandiri telah melakukan perubahan rencana
(Revisi RKUPHHK-HA) dan telah mendapat pengesahan
dari Menteri LHK dengan No. SK.78/MenLHK-PHPL/
UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Di samping itu terdapat surat PT WAM No.
10/WAM/TRK/IX /2018 tanggal 10 September 2018 perihal
Perubahan urutan tahun kegiatan RKT pada RKUPHHK-HA
PT Wana Adiprima Mandiri.  Selanjutnya perubahan
tersebut telah diketahui dan mendapat pengakuan dari
Direktur Usaha Hutan Produksi sesuai dengan Surat
Nomor S.849/UHP/RKUPHHK-HA/HPL.1/9 /2018 tanggal
25 September 2018.

1.1.5.

Penggunaan kawasan di
luar sektor kehutanan
(Apabila tidak ada
penggunaan kawasan di
luar sektor Kehutanan
maka ve-rifier ini menjadi
Not Aplicable).

(CD)

Not
Applicable

Pada areal IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri tidak
terdapat penggunaan kawasan untuk kegiatan di luar
sector  kehutanan  seperti  IPPKH, Perkebunan,
Perladangan, Pemukiman dan lain-lain. Hal ini disebabkan
karena PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki
kesepakatan dengan Ahli Waris Tabor Sawen sebagai
pemilik hutan adat di Kelompok Sungai Gita yang
mencakup wilayah kerja PT Wana Adiprima Mandiri dan
telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama
yang telah dicatatkan pada Notaris Sisnarto, SH, MKn
Nomor 56/L/2014 tanggal 05 Juni 2014. Dalam dokumen
Perjanjian Kerjasama tersebut disebutkan bahwa PIHAK
PERTAMA selaku Ahli Waris Tabor Sawen berdasarkan
alas hak yang berasal dari pemberian Pemerintah Hindia
Belanda Onderdistrict Hooft Van Malinau tanggal 21
Januari 1941 yang diberikan kepada Tabor Sawen telah
sepakat dengan PT Wana Adiprima Mandiri untuk
mengelola dan menerima hasil dari penjualan dan
pemanfaatan hasil hutan tersebut. Selanjutnya Pihak Ahli
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NO NILAI NILAI
N&“gg.?d:g:;;‘ KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
Waris akan menjaga dan menjamin keberadaan PT Wana
Adiprima Mandiri dalam mengusahakan pemanfaatan
kayunya dari gangguan pihak manapun.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (13/15) X 100 % = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator | BAIK
KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.2
Komitmen Pemegang IUPHHK-HT
NILAI NILAI
NOMOR, JUDUL & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
VERIFIER VERIFIER

1.2.1. Baik 3 Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh

Keberadaan dokumen visi, misi Direksi PT. Wana Adiprima Mandiri dan telah disahkan

dan tujuan perusahaan yang dengan SK Direksi PT. Wana Adiprima Mandiri No.

sesuai dengan PHL 05/WAM/DIRNVII/2019 tanggal 1 Juli 2019.

(D) Visi dan Misi PT . Wana Adiprima Mandiri telah sesuai
dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu
mencakup kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi
ekologi dan kelestarian fungsi sosial.

1.2.2. Baik 3 Dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan telah

Sosialisasi visi, misi dan tujuan disosialisasikan kepada karyawan, pekerja dan masyarakat

perusahaan sekitar sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi sebagai

) berikut:

- Notulen Sosialisasi Visi Misi Perusahaan, Sosialisasi
Kawasan Lindung, Sosialisasi Kegiatan RKT-IUPHHK
Tahun 2020 kepada karyawan PT Wana Adiprima
Mandiri (tanggal 16 Desember 2019).

- Notulen Rapat Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan,
Kawasan Lindung dan Kegiatan RKT IUPHHK Tahun
2019 PT WAM kepada Masyarakat di sekitar areal
kerja yang masuk dalam desa binaan (tanggal 17
Desember 2018)

- BAP No - tanggal 19 Desember 2019 tentang Berita
Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan,
Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola
Sosial dan Sosialisasi Kegiatan Perusahaan RKT-
IUPHHK Tahun 2020 PT. Wana Adiprima Mandiri
Kepada Masyarakat di Sekitar Areal Kerja yang
masuk dalam desa binaan.

1.23. Sedang 2 Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan

Kesesuaian visi, misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan

implementasi PHL belum sepenuhnya terpenuhi seperti ketersediaan Ganis

(D) PHPL yang masih kurang; target produksi tercapai
sebesar 41.612,67 M3 atau 74,25 % dari target sebesar
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NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER

NILAI
KINERJA
VERIFIER

NILAI
AKTUAL
VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

56.041,49 M3; pemenuhan terhadap SOP yang dibuat
belum sepenuhnya sesuai implementasinya di lapangan.

Untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna
implementasinya belum sepenuhnya menjalankan dan
menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti
sarana prasarana kebakaran belum sesuai dengan P.32,
personil perlindungan dan pengamanan belum kompeten,
belum mengkitui diklat.

Di bidang sosial pemenuhannya belum sepenuhnya
sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di
lapangan. Realisasi kelola sosial tahun 2019 relatif baik
mencapai 86,67%, tetapi pemanfaatan tenaga kerja lokal
hanya 37,80 % (62 orang dari total 164 orang), kerjasama
dengan 1 kontraktor local, dan kerjasama dengan 2
supplier local.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(16/18) X 100 % = 88,89 %

Nilai Kinerja Indikator

BAIK

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk
Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NILAI NILAI
NOMOR, JUDUL & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
VERIFIER VERIFIER
1.3.1. Buruk 1 PT. Wana Adiprima Mandiri telah memiliki tenaga
Keberadaan tenaga profesional Profesional bidang. kehutanan berupa 6 orgng.Sarjana
bidang kehutanan di lapangan Kehutanan de_nggn jabatan yang yang cukgp tinggi yaitu 1
pada setiap bidang kegiatan orang sebagai Direktur Utama, 1 orang Direktur, 3 orang
pengelolaan hutan sesuai Kaba}g Qan 1 orang staf. . L -
ketentuan yang berlaku Selalp itu PT Wana Adiprima Mandiri mgmlllkl Tenaga
Teknis PHPL sebanyak 6 orang, vyaitu 1 orang
(CD) GANISPHPL-CANHUT, 1 orang GANISPHPL-NENHUT, 1
orang GANISPHPL-BINHUT, dan 3 orang GANISPHPL-
PKB.
Keberadaan Ganis PHPL tersebut belum memenuhi
kebutuhan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-
IPHH/2015, masih terdapat bidang kegiatan yang tidak
ada Ganis PHPLnya yaitu Ganis PHPL Kurpet. Selain itu
masih kekurangan Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL
Nenhut dan Ganis PHPL Binhut masing-masing 1 orang.
1.3.2. Sedang 2 Total jumlah peningkatan kompetensi personil SDM PT .
Peningkatan kompetensi SDM Wana Adiprima Mandiri selama tahun 2019 sebesar 87,5
D) %, namun jenis pelatihan belum sepenuhnya sesuai
dengan kebutuhan. PT Wana Adiprima Mandiri tidak
merencanakan dan merealisasikan pelatihan Ganis PHPL
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NILAI NILAI
NOMOR, JUDUL & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
VERIFIER VERIFIER
Kurpet, Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut dan
Ganis PHPL Binhut, padahal PT WAM tidak memiliki/masih
kekurangan Ganis PHPL tersebut.
1.3.3. Sedang 2 PT. Wana Adiprima Mandiri belum sepenuhnya memiliki
Ketersediaan dokumen dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT. Wana
ketenagakerjaan Adiprima Mandiri belum sepenuhnya menjalankan dan
D) menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan

ketenagakerjaan. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki
antara lain adalah :

- Kebebasan berserikat/Serikat Pekerja

- Peraturan Perusahaan dan pengesahannya

- Penerapan Upah Minimum

- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

- Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
Dokumen yang belum dimiliki antara lain :

- Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor
Lapangan/ Basecamp belum sepenuhnya tersedia
lengkap, walaupun didukung oleh administrasi HRD dari
Kantor Pusat di Kota Samarinda.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(9/15) X 100 % = 60,00 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan
Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT

Kelengkapan unit kerja
perusahaan dalam kerangka
PHPL

(D)

NILAI NILAI
NOMOR, JUDUL & BOBOT KINERIA |  AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKAS|
VERIFIER
VERIFIER VERIFIER
1.4.1. Sedang 2 PT. Wana Adiprima Mandiri telah memiliki kelengkapan

unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan
lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang
dituangkan ~ dalam  bentuk  SK  Direksi  No.
05/WAMANI1/2019, tanggal 1 Juli 2019.

Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan
organisasi dan job description atau uraian tugas pada
masing-masing jabatan.

Namun PT WAM masih kekurangan Ganis PHPL sebanyak
4 orang yaitu 1 orang Ganis PHPL Kurpet, 1 orang Ganis
PHPL Canhut, 1 orang Ganis PHPL Nenhut dan 1 orang
Ganis PHPL Binhut.
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RINGKASAN JUSTIFIKASI

PT. Wana Adiprima Mandiri telah memiliki peralatan SIM
dan operatornya serta telah menjalankan pelaporan
dengan menggunakan sistem informasi, namun dalam
implementasinya belum seluruhnya efektip, masih
terdapat pelaporan rutin yang belum dilaporkan secara
kontinue, antara lain laporan TPTl dan Laporan Kelola
Sosial.

Terdapat SK Direksi No. 22/WAM/TRK/VI11/2018 tanggal 6
Agustus 2018 tentang Penunjukan karyawan sebagai
penangungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan
Operator pelaksana SIM pada masing-masing bagian.

Terdapat SK penunjukan personil SPI yaitu SK Direktur
PT. Wana Adiprima Mandiri No.
06/WAM/DIR/TRKNVII/2019 tanggal 6 Juli 2019 dengan
personil SPI atas nama Tabriansyah Abidin, Marvienus
Tamaya, Ronaldo Falenthio.

Selama periode audit SPI PT. Wana Adiprima Mandiri
telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
sebanyak 1 Kali yaitu tanggal 1 — 10 Oktober 2019, sesuai
dengan dokumen laporan SPI.

Hasil verifikasi laporan SPI menunjukkan bahwa kegiatan
internal audit PT. Wana Adiprima Mandiri belum berjalan
dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
mencakup bagian operasional dan non operasional,
terdapat beberapa kekurangan kinerja PT WAM yang tidak
menjadi temuan SPI, antara lain :

- Pelaporan Tata Batas yang belum tuntas

- Kekurangan Ganis PHPL dan ketidakterlaksa-naan
pelatihan/rekrutmen

- Ketidaklengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti
Wajib Lapor Ketenagakerjaan

- Kinerja kelola lingkungan yang masih rendah

Dari data penyelesaian temuan tahun 2019 diketahui
bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan
hasil internal audit belum dijalankan secara keseluruhan di
lapangan. Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak
koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi.

(16/24) X 100 % = 66,67 %

NOMOR, JUDUL & BOBOT NILA NILAI
VERIFIER KINERJA AKTUAL
VERIFIER VERIFIER
1.4.2. Sedang 2
Keberadaan perangkat Sistem
Informasi Manajemen dan tenaga
pelaksana
(D)
1.4.3. Sedang 2
Keberadaan SPI /internal auditor
dan efektifitasnya
(D)
1.4.4. Sedang 2
Keterlaksanaan tindak koreksi
manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi
(D)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator
Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER

NILAI
KINERJA
VERIFIER

NILAI
AKTUAL
VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.5.1.

Persetujuan rencana penebangan
melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses
dan diseminasi isi kandungannya

(CD)

Baik

3

Dalam periode audit terdapat penerbitan RKT vyaitu :

- RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
dengan SK No. .915/72/Kpts-RKT/ILI/XII/2018
tanggal 7 Desember 2018

- RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
dengan SK No. 915/68/KPTS-RKT/ILI/XII/2019
tanggal 19 Desember 2019.

PT. Wana Adiprima Mandiri telah melakukan sosialisasi
dan pemberian informasi yang memadai kepada para
pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya.
Hal ini dibuktikan dengan adanya BAP sosialisasi dan
persetujuan sebagai berikut :

- Notulen Rapat tanggal 17 Desember 2018 tentang
Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan
Lindung dan Kegiatan RKT IUPHHK tahun 2019 PT
WAM kepada Masyarakat di sekitar areal kerja yang
masuk dalam desa binaan.

- BAP tanggal 19 Desember 2019 tentang Berita Acara
Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi
Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola Sosial dan
Sosialisasi Kegiatan Perusahaan RKT-IUPHHK Tahun
2020 PT. Wana Adiprima Mandiri Kepada Masyarakat
di Sekitar Areal Kerja yang masuk dalam desa
binaan.

1.5.2.

Persetujuan dalam proses tata
batas

(D)

Sedang

Proses tata batas PT. Wana Adiprima Mandiri belum
sepenuhnya disetujui oleh para pihak sesuai dengan
dokumen Berita Acara Tata Batas yang belum
ditandatangani oleh para pihak.

Sungguhpun begitu di lapangan tidak ada konflik batas
dengan pihak lain, baik berupa perambahan, pemukiman,
perladangan maupun perkebunan masyarakat atau
kegiatan masyarakat lainnya.

1.5.3.

Persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD

(D)

Baik

Dalam periode audit PT. Wana Adiprima Mandiri memiliki
dokumen rencana Kelola sosial yang mengacu kepada
dokumen RKT yang telah disahkan.

Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat
dan pihak yang berwenang sebagaimana telah dilakukan
persetujuan RKT 2019 dan RKT 2020.

Rencana kegiatan Kelola sosial telah disosialisasikan
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NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER

NILAI
KINERJA
VERIFIER

NILAI
AKTUAL
VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

kepada masyarakat desa sesuai dengan Notulen
Rapat/BAP sebagai berikut:

- Notulen Rapat tanggal 17 Desember 2018 tentang
Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan
Lindung dan Kegiatan RKT IUPHHK tahun 2019 PT
WAM kepada Masyarakat di sekitar areal kerja yang
masuk dalam desa binaan.

- BAP tanggal 19 Desember 2019 tentang Berita
Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan,
Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola
Sosial dan Sosialisasi Kegiatan Perusahaan RKT-
IUPHHK Tahun 2020 PT. Wana Adiprima Mandiri
Kepada Masyarakat di Sekitar Areal Kerja yang
masuk dalam desa binaan.

(D)

1.5.

Persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung

4.

Sedang

Kawasan lindung PT . Wana Adiprima Mandiri telah
mendapat  persetujuan sesuai dengan persetujuan
dokumen Amdal (RKL/RPL) dan dokumen RKUPHHK-HA
yang telah disahkan.

Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar
secara khusus pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana
Notulen/BAP Sosialisasi berikut :

- Notulen Rapat tanggal 17 Desember 2018 tentang
Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan
Lindung dan Kegiatan RKT IUPHHK Tahun 2019 PT
WAM kepada Masyarakat di sekitar areal kerja yang
masuk dalam desa binaan.

- BAP tanggal 19 Desember 2019 tentang Berita
Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan,
Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola
Sosial dan Sosialisasi Kegiatan Perusahaan RKT-
IUPHHK Tahun 2020 PT. Wana Adiprima Mandiri
Kepada Masyarakat di Sekitar Areal Kerja yang
masuk dalam desa binaan.

Walaupun sosialisasi telah dilakukan, namun  masih
terdapat kekurangan dalam pengelolaan Kawasan
Lindung.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(17/21) X 100 % = 80,95 %

Nilai Kinerja Indikator

BAIK
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KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.1.
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
NO NILAI NILAI
NOMOR, DL & BOBOT KINERIA |  AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

1. 2.1.1. Baik 3 PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen
Keberadaan Dokumen Rencana RKUPHHK-HA yang telah disahkan diantaranya :
Jangka Panjang (management - RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun
plan) yang telah Disetujui oleh 2012-2021, Tahun 2012 atas nama PT Wana
Pejabat yang Berwenang Adiprima  Mandiri  disetujui ~ Menteri
(D) Kehutanan Rl Nomor : SK.31/BUHA-2/2012

tanggal 03 April 2012.

- Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode
Tahun 2012-2021, Tahun 2017 atas nama PT
Wana Adiprima Mandiri disetujui Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2-17
tanggal 16 Januari 2017.

Selama periode audit 1 (satu) tahun terakhir, tidak

terdapat perubahan RKUPHHK-HA.

2. 1212 Sedang 2 Terdapat Perubahan Urutan Blok RKTUPHHK-HA
Kesesuaian Implementasi pada RKUPHHK-HA an. PT Wana Adiprima
Penataan Areal Kerja di Mandiri Tahun 2018 telah dilaporakan sesuai surat
Lapangan dengan Rencana Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor :
Jangka Panjang S.849/UHP/RKUPHA/PHPL.1/9/2018 tanggal 25
D) September 2018. _ _

Berdasarkan telaah kesesuaian lokasi penataan

areal kerja diketahui bahwa realisasi posisi blok

RKTUPHHK-HA terletak pada Blok RKUPHHK-HA

Periode Tahun 2012-2021, namun belum sesuai

dengan posisi urutan Blok RKUPHHK-HA Periode

Tahun 2012-2021.

3. 1213 Sedang 2 Berdasarkan dokumentasi pengambilan  data
Pemeliharaan Batas Blok dan secara sampling didapatkan kejelasan penanadaan
Petak / compartemen kerja batas blok dan petak di lapangan diantaranya
D) Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2020, Patok Petak

H9-H10, H9-H9, dan H10-H11 RKTUPHHK-HA

Tahun 2020, namun penandaan batas blok dan

petak belum seluruhnya dapat terlihat jelas di

lapangan.
Nilai Kematangan/ Bobot Indikator | ( 14/18 ) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator | SEDANG
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Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe
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NO NILAI NILAI
NOMIOR, JLpL & BOBOT KINERIA |  AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKAS|
VERIFIER VERIFIER

1. | 2.21. Baik 3 PT Wana Adiprima Mandiri memiliki data potensi
Terdapat Data Potensi Tegakan berdasarkan kegiatan IHMB dengan potensi
per Tipe Ekosistem yang ada diameter 50 c¢cm up rata-rata sebesar 25,98
(Berbasis IHMB / Survei potensi, batang/Ha (volume 123,02 m3/Ha).

ITSP, Risalah Hutan) PT Wana Adiprima Mandiri  memiliki data
D) potensi berdasarkan pelaksanaan ITSP 3 tahun
terakhir (2018, 2019 dan 2020) dengan rincian :

a. Blok  RKTUPHHK-HA  Tahun 2018
didapatkan potensi diameter 50 cm up
dengan volume 106,29 m3/Ha.

b. Blok RKTUPHHK-HA  Tahun 2019
didapatkan potensi diameter 50 cm up
dengan volume 132,81 m3/Ha.

c. Blok  RKTUPHHK-HA  Tahun 2020
didapatkan potensi diameter 50 cm up
dengan volume 104,56 m3/Ha.

Terdapat kelengkapan peta ITSP yaitu berupa

sebaran  pohon skala 1:.1.000 yang

menggambarkan posisi pohon, kontur dan jalur

ITSP.

2. 2929, Buruk 1 PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki SOP
Terdapat Informasi tentang Riap Petak Ukur Permanen. Plang PUP sudah
Tegakan terpasang di petak 0-8 eks RKTUPHHK-HA
(CD) tahun 2017 dengan koordinat 3° 34’ 36,8’ N dan

116° 24’ 07,77 E. Namun demikian, PT Wana

Adiprima  Mandiri  belum memiliki data

pengukuran riap tegakan dan belum terdapat

analisa riap tegakan.

3. |2.223. Buruk 1 PT Wana Adiprima  Mandiri belum
Terdapat Perhitungan Internal melaksanakan pelaporan analisa riap PUP
/self JTT Berbasis Data kepada instansi terkait.

Potensi dan Kondisi PT  Wana  Adiprima Mandiri belum
Kemampuan Pertumbuhan memanfaatkan data potensi dan kondisi
Tegakan kemampuan pertumbuhan tegakan riap PUP
(CD) untuk perhitungan internal / self JTT.
JTT didasarkan pada hasil pelaksanaan ITSP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | ( 8/12) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator | SEDANG
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KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.3.
Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan
NO NILAI NILAI
NOMOR, DL & BOBOT KINERIA |  AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
1. 2.3.1. Sedang 2 Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA diketahui
Ketersediaan SOP Seluruh sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT Wana
Tahapan Kegiatan Sistem Adiprima Mandiri yaitu Sistem Silvikultur TPTI.
Silvikultur Pada 1 Tahun terakhir tidak terdapat perubahan/
(D) revisi terkait SOP Tahapan Sistem Silvikultur.
Terdapat SOP yang digunakan pada seluruh
tahapan sistem silvikultur TPTI meliputi kegiatan
PAK, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan,
Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan
Tanaman Pengayaan, dan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan, kecuali kegiatan
Pembebasan Pohon Binaan tidak dibuat SOP-
nya. Telaah terhadap SOP tersebut isinya belum
sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau
ketentuan teknis.
2. 2.3.2. Sedang 2 Implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur

Implementasi SOP Seluruh
Tahapan Kegiatan Sistem
Silvikultur

(D)

diantaranya :

a) Penataan Areal Kerja
Penataan Areal Kerja telah dilaksanakan
berupa penandaan batas blok dan petak
RKTUPHHK-HA Tahun 2020. Batas Blok
ditandai dengan rintis 2 m dan cat warna
merah (/) sedangkan batas petak rintis 2 m
dan cat warna kuning (/). Pelaksanaan
PAK berada pada Blok RKUPHHHK-HA
yang disahkan, namun belum seluruhnya
mangacu pada urutan perubahan Blok
RKTUPHHK-HA sesuai urutan.

b) Inventarisasi Tegakan Sebelum
Penebangan (ITSP)
Pelaksanaan ITSP dilaksanakan melalui
penandaan pohon ditebang menggunakan
barcode warna kuning. Dapat diverifikasi
keberadaan pera sebaran pohon pada
RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1:1.000.

c) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
PWH dilaksanakan melalui pemeliharaan
jalan lama, dan pembuakaan jalan cabang
baru.

d) Pemanenan
Realisasi pemanenan tahun RKTUPHHK-HA
Tahun 2019 sebanyak 48.253,66 m3 atau
terealisasi sebesar 75,93 %.

e) Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman
Pengayaan
Penanaman dana pemeliharaan telah

Halaman 15 dari 51



N4

)’ RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
_of

W

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO NILAI NILAI
NOMOR, B & BOBOT KINERIA |  AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

dilaksanakan sesauai dengan realisasi yang
tercantum pada dokumen realisasi
RKTUPHHHK-HA  Tahun 2019 pada
RKTUPHHK-HA Tahun 2020. Berita acara
kegiatan ~ penanaman  belum  dapat
menggambarkan kegiatan yang
dilaksanakan.

f)  Pembebasan Pohon Binaan
Tidak dilaksanakan karena areal UM
termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT).

g) Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Perlindungan dan Pengamanan Hutan telah
dilaksankan melalui kegiatan pemasangan
plang larangan dan himbauan diantaranya
larangan melaksanakan illegal logging,
melaksanakan kegiatan.

3. | 2.3.3. Baik 3 Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan
Tingkat Kecukupan Potensi Potensi Teggkan Komgrsiil pada Areall Bekas
Tegakan sebelum Masak Tebang Tebangan dldap.a.tkan Jum!ah pohon inti dan
D pohon yang disisakan (tidak ditebang) per
(D) hektar sebanyak 83 Pohon / Ha (>25 Pohon/Ha).

4. 2.3.4. Biak 3 Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan
Tingkat Kecukupan Potensi Potensi Teg_akan Kom_ersiil pa(_ja Areal Bekas
Permudaan Tebangan didapatkan jumlah Tiang per hektar
cD sebanyak 277 Tiang/ Ha dan jumlah Pancang
(CD) per hektar sebanyak 800 Pancang / Ha.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator | ( 17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator | BAIK
KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.4.
Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
NO NILAI NILAI
NOMOR, Lo s B080T KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

1. 2.4.1. Sedang 2 PT Wana Adiprima Mandiri memiliki prosedur
Ketersediaan Prosedur pemanfaatan / pengelolaan Hutan Ramah
Pemanfaatan / Pengelolaan Lingkungan sesuai dengen keberadaan SOP
Hutan Ramah Lingkungan Reduce Impact Logging No. SOP No. S0-2-02,
(D) Rev. 01, tanggal 01 Juni 2020.

SOP belum sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor
P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15
November 2018 tentang RIL untuk Hutan Alam,
contohnya belum mencantumkan Kegiatan Pasca
Pemanenan misalnya prosedur pembuatan
Sudetan.

2. 2.4.9. Sedang 2 Pada periode satu tahun terakhir (cq. Blok RKT
Penerapan Teknologi Ramah 2019) belum terdapat penambahan implementasi
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NO NILAI NILAI
NOMOR, B & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
Lingkungan kegiatan RIL. Adapun kegiatan yang telah
(D) dilaksanakan / diterapkan yaitu :
a) Pada kegiatan Perencanaan Pemanenan
berupa Pembuatan Peta Kerja, Peta Sebaran
Pohon menggunakan bantuan software
ArcGIS, Penanadaan Tpn di Lapangan.
b) Pada kegiatan Pemanenan berupa
Pembuatan Trase Jalan Sarad di lapangan.
c) Pada kegiatan Pasca Pemanenan belum
dilaksanakan secara optimal.

3. 2.4.3. Baik 3 Besaran Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal yang
Tingkat Kerusakan Tegakan telah  dilaksanakan melalw Studi  Tingkat
Tinggal Minimal dan Kerusakan Tegakan Tinggal dengan metode
Keterbukaan Wilayah analisa vegetasi. .

D Besaran Kerusakan tegakan tinggal pada
(D) pelaksanaan kegiatan penebangan sebesar 4,38 %
(<15%)

4. 2.4.4. Sedang 2 Berdasarkan hasil perbandingan pohon berdiri
Limbah Pemanfaatan Hutan (LHC) dan Produksi Kayu Bulat (LHP) pada petak
Minimal H-9, H-10, H-7, H-8, dan G-7 dengan sample
D secara random sebanyak 10 batang masing-
(€D) masing 10 batang diperoleh data Faktor

Eksploitasi sebesar 1,03 (>0,7).
Nilai Perbandingan LHP dengan LHC lebih besar
daripada 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan
penaksiran pohon (tinggi) pada Pelaksanaan
Cruising masih perlu diperbaiki.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | ( 16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator | SEDANG
KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada
Areal Kerjanya

Keberadaan Dokumen Rencana
Kerja Jangka Pendek (RKT) yang
Disusun Berdasarkan Rencana
Kerja Jangka Panjang (RKU) dan
Disahkan Sesuai Peraturan yang
Berlaku (Dinas Prov, self
approval)

(CD)

NO NILAI NILAI
NOMOR, L & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
1. 2.5.1. Baik 3 Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA secara lengkap

dengan kondisi :

a) RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah disetujui
dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi  Kalimantan  Utara, Nomor
915/72/Kpts-RKT/ I1.I/X11/2018 tanggal 07
Desember 2018. RKTUPHHK-HA dilengkapi
dengan lampiran peta skala 1: 50.000.

b) RKTUPHHK-HA tahun 2020 telah disetujui
dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi  Kalimantan  Utara, Nomor
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NO NILAI NILAI
NOMOR, B & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
915/68/Kpts-RKT/ IL.I/X1I/2019  tanggal 19
Desember 2019. RKTUPHHK-HA dilengkapi
dengan lampiran peta skala 1: 50.000

2. 252, Sedang 4 Peta Kerja RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020,
Kesesuaian Peta Kerja dalam mengacu pada peta revisi RKTUPHHK-HA tahun
Rencana Jangka Pendek dengan 2017 dan Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada
Rencana Jangka Panjang RKUPHHK-HA tahun 2018 dan terdapat peta yang
) menggambarkan : Rencana Penebangan Tahun

2019, serta Kawasan Lindung berupa : Buffer
Zone, Konservasi Plasma Nutfah, serta areal tidak
produktif seperti : Kebun Benih dan PUP.

Tidak terdapat kawasan lindung Sempadan Sungai
dalam legenda, namun tergambarkan dalam peta
kerja.

3. | 253. Sedang 4 Pelaksanaan implementasi peta kerja pada blok
Implementasi Peta Kerja Berupa tebangan telah dilaksanakan melalui kegiatan
Penandaan Batas Blok Tebangan penataan areal kerja sesuai dengan keberadaan
/ Dipanen / Dimanfaatkan / dokumentasi penandaan di lapangan.
Ditanam / Dipelihara beserta Pelaksanaan implementasi peta kerja pada
Areal yang Ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dilaksanakan melalui
Kawasan Lindung (untuk kegiatan penandaan batas kawasan lindung sesuai
Konservasil buffer zonel pelesta- dengan keberadaan dokumetasi penandaan
rian plasma nutfah | religi Penandaan Kawasan Lindung Sungai Gita, Sungai
/budaya / sarana prasarana dan Serprop. _

Penelitian & Pengembangan) B.enta acara pelaksanaan kegiatan belum dapat
) disajikan secara lengkap.

4, 254. Baik 6 - Realisasi volume tebangan RKTUPHHHK-HA
Kesesuaian Lokasi, Luas, Tahun 2019 terealisasi sebesar 41.612,67 m?
Kelompok Jenis dan Volume atau teralisasi 74,25%.

Panen dengan Dokumen - Realisasi luas tebangan RKTUPHHHK-HA
Rencana Jangka Pendek Tahun 2019 terealisasi sebesar 658,22 Ha
(D) atau teralisasi 81,67%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator | BAIK
KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi
Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan
Kemampuan Sumber daya Manusia

Kondisi Kesehatan Finansial
(CD)

NO NILAI NILAI
NOMOR, bl & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
1. 2.6.1. Sedang 2 Keberadaan Laporan Keuangan Tahun 2019 yang

telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik belum
tersedia. Laporan Keuangan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik yang tersedia yaitu
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NO NILAI NILAI
NOMOR, bl & BOBOT KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
Laporan Keuangan PT Wana Adiprima Mandiri per
31 Desember 2018 dan Laporan Auditor
Independen  No.  0015/2.1176/AU.2/01/1402-
2/1/N1/2019 tanggal 19 Juni 2019.
Kondisi Kesehatan Fianansial PT Wana Adiprima
Mandiri Tahun 2018 yaitu :
- Likuiditas = <100%
- Solvabilitas = >100-150%
- Rentabilitas = Positif
- Opini =Wajar dengan Pengecualian

2. 2.6.2. Sedang 2 Realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019
Realisasi Alokasi Dana Yang teralisasi sebesar Rp. 19.826.101.000. dari
Cukup berdasarkan |ap0ran rencana sebesar Rp 29.303.230.000 atau
penatausahaan keuangan yang terealisasi sebesar 67,65 %.
dibuat sesuai dengan Pedoman Laporan Keuangan belum diaudit oleh Kantor
Pelaporan Keuangan Akuntan Publik.

Pemanfaaran Hutan Produksi
(yang telah diaudit oleh akuntan
publik)

(CD)

3. | 26.3. Sedang 2 Proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun
Realisasi Alokasi Dana Yang 2019
Proporsional - Realisasi Dana Tertinggi pada kegiatan ITSP
(CD) sebesar 95%

- Realisasi Dana Terendah pada kegiatan
Penelitian dan Pengembangan sebesar 58 %

Dengan demikian, terdapat perbedaan realisasi

36%.

Laporan Keuangan belum diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik.

4. | 2.6.4. Sedang 2 Realisasi Dana Kelola Hutan Tahun 2019 teralisasi
Realisasi Pendanaan Yang sebesar 67,65 %, cukup baik menunjukkan lancar.
Lancar Namun deminkiaan, masih terdapat carry over
(CD) pada RKT sebelumnya, menunjukan terdapat

pendaan yang masih belum sesuai tata waktunya.

5. 2.6.5. Sedang 2 Realisasi kegiatan Penanaman, Pembinaan Hutan,
Modal yang Ditanamkan dan Penanaman Tanah Kosong Tahun 2019
(kembali) Ke Hutan terealisasi sebesar Rp 217.259.500 dari rencana
) sebesar Rp 244.425.000 atau terealisasi sebesar

88,89 %
Namun demikian, Laporan Keuangan belum diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik.

6. 2.6.6. Sedang 2 Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman / Pembinaan
Realisasi Kegiatan Fisik Hutan Tahun 2019 berupa kegiatan Pengadaan
Penanaman / Pembinaan Hutan Bibit, Penanaman Pengayaan dan Rehabilitasi,
(cD) Pemeliharaan ~ Tanaman  Pengayaan  dam

Rehabilitasi, Penanaman  Tanah Kosong,
Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong,
Penanaman Kanan Kiri Jalan (Kakija), dan
Pemeliharaan Tanaman Kakija terealisasi rata-rata
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NO

NOMOR, JUDUL & BOBOT

NILAI
KINERJA
VERIFIER

NILAI
AKTUAL
VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

sebesar 89,17%.

Namun  demikian, belum didapatkan BA
pelaksanaan kegiatan Penanaman secara lengkap
dan berita acara kegiatan penanaman belum dapat
menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(14/21) 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER

NILAI
KINERJA
VERIFIER

NILAI
AKTUAL
VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. | 3.141

(D)

Luasan kawasan dilindungi

SEDANG

2

Luas kawasan dilindungi berdasarkan dokumen
perencanaan yaitu Revisi RKUPHHK berbasis
IHMB tahun 2017 periode 2012-2021 adalah
seluas 2.926 ha, meliputi : BZHL (1.177 ha),
KPPN (490 ha) dan sempadan sungai (1.259 ha).
Tanggal 19 September 2018, SK Direksi
menetapkan kawasan dilindungi menjadi 2.710,30
ha, terdiri dari BZHL (1.019,12 ha), KPPN (476,83
ha) dan sempadan sungai (1.214,35 ha).
Sehingga total luas kawasan dilindungi sesuai SK
Direksi menjadi 2.710,30 ha. Kondisi biofisik
kawasan dilindungi, umumnya aman dari
gangguan Jllegal logging atau perambahan oleh
masyarakat.

Penetapan kawasan dilindungi oleh pihak PT
WAM yang luasannya berubah (lebih kurang dari
luas di dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK
Tahun 2017 Periode 2012-2021), adalah hasil
perhitungan secara GIS yang dilakukan oleh PT
WAM setelah Revisi RKUPHHK 2017 terbit.
Secara fisik dan posisi kawasan dilindungi,
sebenarnya tidak berubah letak atau luasannya.
Hanya karena perhitungan secara GIS yang
dilakukan PT WAM, sehingga mendapatkan selisih
seperti di BZHL seluas 157,88 ha, KPPN 15,17 ha
dan sempadan sungai 44,65 ha.

2. | 312

(D)

Penataan kawasan dilindungi
(persentase yang telah ditandai,
tanda batas dikenali)

BAIK

PT Wana Adiprima Mandiri merencanakan
penandaan batas kawasan dlindungi (sesuai
Revisi RKUPHHK tahun 2017 periode 2012-2021)
adalah sepanjang 102,1 km dan baru terealisasi
hingga Juli 2020 adalah 81,25 km (79,58 %).

3. 313

BAIK

Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang
masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan
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RINGKASAN JUSTIFIKASI

Hutan Lahan Kering Sekunder) adalah 2.576,17
(95,05 %) dari total luas kawasan dilindungi
sesuai SK penetapan Direksi PT WAM Tahun
2018 yaitu 2.710,3 ha.

Sosialisasi kawasan dilindungi belum dilakukan
pada seluruh desa binaan PT Wana Adiprima
Mandiri (Desa Sembuak, Desa Pelita dan Desa
Singai Teraq). Sosialisasi baru dilakukan pada 1
(satu) desa binaan yaitu Desa Paking.

Kondisi biofisik kawasan dilindungi umumnya
aman dari gangguan perambahan atau /llegal
logging oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan
masyarakat mengetahui dan mengakui
keberadaan kawasan dilindungi PT Wana
Adiprima Mandiri.

Kegiatan Pengelolaan belum dilakukan pada
seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap
tahunnya, baik itu penambahan tanda batas dan
pemeliharaan tanda batas, khususnya pada
sempadan-sempadan sungai.

(22/27) x 100% = 81,48 %

BAIK

NO NILAI NILAI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER KINERJA AKTUAL
VERIFIER VERIFIER

Kondisi penutupan kawasan
dilindungi
(D)

4. 3.14 SEDANG 2
Pengakuan para pihak terhadap
kawasan dilindungi
(CD)

5. 3.1.5 SEDANG 2
Laporan pengelolaan kawasan
lindung hasil tata ruang areal/land
scaping sesuai RKL/RPL dan/atau
tata ruang yang ada di dalam RKU
(D)

Nilai Kematangan/Bobot Indikator
Nilai Kinerja Indikator
KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO

NILAI NILAI
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER KINERJA AKTUAL

VERIFIER VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.21 SEDANG 2

Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai dengan
jenis-jenis gangguan yang ada

(D)

Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT
Wana Adiprima Mandiri sesuai RKUPHHK Tahun
2017 Periode 2012-2021, adalah kebakaran
hutan, perambahan, illegal logging, perburuan
dan hama penyakit tanaman.

Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan
telah tersedia, namun seluruh prosedur belum
mencantumkan acuan/referensi peraturan yang
digunakan dalam penyusunan prosedur.

Untuk prosedur pengendalian kebakaran, isi
prosedur belum mengacu pada PermenLHK No.
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, tidak ada kegiatan
secara teknis dalam pengendalian kebakaran baik
pra/pasca kebakaran, SDM, sapras dll.

Untuk prosedur penghitungan FDR (Fire Danger
Rating) atau indeks rawan kebakaran, belum
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tersedia, terkait Surat Edaran dari KemenLHK -
Direktorat Jenderal PHPL Nomor:
SE.5/PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 5 Agustus
2019.

3.2.2

Sarana prasarana perlindungan
gangguan hutan

(D)

SEDANG

Sarana prasarana perlindungan hutan terkait
pemasangan plang nama ada yang belum
tersedia seperti plang larangan Jllegal logging.
Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan
belum sesuai PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

3.2.3
SDM perlindungan hutan

(D)

SEDANG

SDM perlindungan hutan yang tersedia adalah
Regu Pemadam Kebakaran (RPK), dan Satpam
IUPHHK/Security.

Untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK)
jumlahnya telah sesuai, namun 3 (tiga) orang
diantaranya tidak terdaftar dalam Laporan
Bulanan tenaga Kerja 30 Juni 2020. Seluruhnya
belum  memiliki  kualifikasi ~ (teknik  Diklat
Dalkarhutla) sehingga belum sesuai dengan
PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat
Peduli Api (MPA) dari 14 (empat) desa binaan,
belum seluruhnya terbentuk menjadi MPA.
Jumlah anggota satpam IUPHHK telah sesuai
dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-11/93,
namun belum seluruhnya memiliki kualifikasi
(Diklat PAMHUT).

3.24

Implementasi perlindungan
gangguan hutan (preemptif/
preventif/ represif)

(D)

SEDANG

Kegiatan perlindungan hutan belum dilakukan
secara menyeluruh. Secara preemptif, kegiatan
sosialisasi tentang kebakaran, perambahan, /lega/
logging, perburuan ke masyarakat belum
dilakukan.

Secara preventif terkait SDM dan sapras
pengendalian kebakaran belum sesuai ketentuan.
Penghitungan/pengamatan FDR (indeks rawan
kebakaran) juga belum dilakukan.

Secara represif, untuk gangguan yang terjadi
yaitu perburuan satwa oleh  masyarakat,
tindakan/upaya represif sudah dilakukan berupa
arahan dan himbauan langsung saat kejadian.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(16/24) x 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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3.31

Ketersediaan prosedur
pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah & air

(D)

SEDANG

2

Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air, belum tersedia
seluruhnya mencakup seluruh dampak.
Prosedur yang tersedia adalah pemantauan
kualitas air ; pengayaan dan rehabilitasi ;
pengukuran debit air sungai ; penanganan
limbah B3 ; pengelolaan sampah domestik ;
pengukuran curah hujan ; pengukuran
kecepatan air sungai ; pemeliharaan tanaman ;
KTA di areal penebangan ; KTA di lokasi jalan
hutan, TPK, TPn ; persemaian dan pengadaan
bibit. Hampir seluruh  prosedur belum
mencantumkan acua/referensi pertauran yang
digunakan dalam penyusunan prosedur.
Prosedur yang belum tersedia antara lain :
pengukuran suhu udara dan kelembaban udara,
pengukuran  erosi  tanah,  pengukuran
sedimentasi sungai, pengukuran tinggi muka air
sungai dan pemantauan sifat fisik-kimia tanah.

3.3.2

Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

(D)

SEDANG

Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tersedia
secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian
sesuai dalam dokumen perencanaan seperti
Revisi RKUPHHK Tahun 2017 Periode 2012-
2021, RKL tahun 2002 dan RPL tahun 2002.
Secara teknik sipil ada yang belum
tersedia seperti pengukur suhu dara dan
kelembaban udara, bangunan TPS limbah
B3, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak
ketiga untuk pengangkutan limbah B3, TPA
sampah anorganik, sedimen trap.

Secara  teknik  vegetatif,  kegiatan
penanaman/pengayaan telah dilakukan
pada eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan
jalan dan kawasan dilindungi sempadan
Sungai  Sembuak. Namun kegiatan
penanaman belum dilakukan pada Blok
RKT yang telah ditinggalkan seperti di Blok
RKT 2019.

3.3.3

SDM pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air

(D)

BAIK

Berdasarkan PermenLHK Nomor:
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

(ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan
diundangkan tanggal 10 Desember 2019),
menjelaskan salah satunya tentang profesi
GANISPHPL dan sertifikasi profesi GANISPHPL.
Di dalam peraturan ini sebagai ketentuan
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penutup (Pasal 18), menjelaskan bahwa
Permenhut Nomor: P.54/MENHUT-I1/2014 dan
Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air dengan
tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1
(satu) orang dan masih aktif masa berlakunya.
Berdasarkan arahan dari pihak BPHP Wilayah XI
Samarinda, terkait PermenLHK Nomor:
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 ini yang
tidak menjelaskan jumlah GANISPHPL, maka
ketentuan di  Perdirjen PHPL  Nomor:
P.16/PHPL-IPHH/2015  ini  masih  tetap
digunakan untuk acuan jumlah GANISPHPL
yang wajib dimiliki pemegang izin. Dari kriteria
ekologi, dengan luas areal PT WAM + 33.090
ha, sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-
IPHH/2015, mewajibkan memiliki GANISPHPL-
BINHUT sebanyak 2 (dua) orang. PT WAM
hanya memiliki 1 (satu) GANISPHPL-BINHUT.
Namun, dalam kegiatan kelola lingkungan,
GANISPHPL-BINHUT PT WAM ini juga memiliki
3 (tiga) orang di bidang lingkungan yang
terlibat dalam kegiatan kelola lingkungan. Hal
ini sudah cukup memadai untuk segi jumlah.

4. 3.34

Rencana dan implementasi
pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan
vegetatif)

(D)

SEDANG

Rencana dan implementasi  pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai
dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun
2002.

Pengelolaan secara teknik sipil ada yang belum
sesuai yaitu dari segi pengelolaan limbah
domestik, pengelolaan sedimentasi sungai dan
kualitas air sungai (belum membuat sedimen
trap).

Secara teknik vegetatif walau telah dilaksanakan
kegiatan penanaman, namun belum pada
semua Blok RKT yang telah ditinggalkan.

5. 3.35

Rencana dan implementasi
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

(D)

SEDANG

Rencana dan implementasi pemantauan
dampak terhadap tanah dan air sebagian
sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu
RPL tahun 2002.

Implementasi pemantauan dampak terhadap
tanah dan air dilaporkan dalam Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan per triwulan, dan telah dilaporkan
ke instansi terkait.

Isi Laporan belum mengacu pada Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
45 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005.
Implementasi pemantauan secara teknik sipil
ada yang belum dilakukan seperti :
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- Suhu udara dan kelembaban udara.

- Kualitas air sungai pada sungai-sungai yang
masuk dalam Blok RKT vyang telah
ditinggalkan (Blok RKT 2019), Blok RKT
berjalan (Blok RKT 2020). Pengambilan
sampel air belum dilakukan pada inlet
sungai.

- FErosi tanah pada Blok RKT yang telah
ditinggalkan (Blok RKT 2018 dan 2019) dan
pada lokasi areal dengan penutupan lahan
yang tertutup (berhutan) yaitu di dalam
blok petak.

- Sedimentasi sungai, debit air sungai dan
tinggi muka air sungai pada seluruh sungai
yang masuk pada Blok RKT yang telah
ditinggalkan (Blok RKT 2019), Blok RKT
berjalan (Blok RKT 2020) dan pada areal
basecamp.

- Pengamatan biota air.

- Neraca imbah B3.

Implementasi  pemantauan secara teknik
vegetatif yaitu  kegiatan  pemeliharaan
tanaman belum dilakukan sesuai prosedur
yang ada.

6. 3.3.6
Dampak terhadap tanah dan air

(D)

SEDANG

Dampak erosi tanah selama periode tahun 2019
di Blok RKT 2017, Indeks Bahaya Erosi (IBE)
masuk dalam kategori “sedang”.

Hasil uji laboratorium kualitas air sungai
mengacu pada Perda Provinsi Kaltim Nomor 02
Tahun 2011, pada lokasi outlet Sungai Gita dan
Sungai Serorop, parameter TSS, TDS, Amoniak,
BOD, COD, PO4 total coliform dan faecal
coliform rata-rata masih di bawah baku mutu.
Hal ini mengindikasikan tidak adanya dampak
terhadap kualitas air sungai.

Upaya yang dilakukan PT Wana Adiprima
Mandiri dalam meminimalisir dampak terhadap
tanah dan air adalah penanaman pada eks jalan
sarad, eks TPn, kiri kanan jalan, kawasan
dilindungi sempadan sungai ; pemantauan
kualitas air sungai dan kualitas tanah ;
pengukuran erosi pada Blok RKT yang telah
ditinggalkan (Blok RKT 2017).

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(26/36) x 100% = 72,22 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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3.41

Ketersediaan prosedur identifikasi
flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik mengacu pada
perundangan/ peraturan yang
berlaku

(D)

SEDANG

2

Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia.

Isi  prosedur identifikasi flora  belum

menggambarkan ~ secara  teknis  untuk

pengambilan data vegetasi tingkat semai,
pancang, tiang dan pohon dan untuk melihat
keanekaragaman jenis (H’). Prosedur belum
mencantumkan peraturan yang terbaru dalam
penyusunan prosedur vyaitu PermenLHK

Nomor: P.106/MENLHK/

SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan

Kedua Atas PermenLHK Nomor:

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang

Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dllindungi.

Isi  prosedur identifikasi fauna, belum

menggambarkan secara teknis pengambilan

data dari kelas mamalia, aves/burung, reptilia,
untuk melihat Indeks Kepadatan Populasi atau

Indeks keanekaragaman jenis (H’). Prosedur

belum mencantumkan peraturan yang terbaru

dalam penyusunan prosedur, yaitu :

- PermenLHK  Nomor:  P.106/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan
Kedua Atas PermenLHK Nomor:
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018
tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
Dllindungi.

- Surat dari KemenLHK - Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem Nomor: S.859/ICSDAE/
IUCH/KSA-2/11/2019 tanggal 4 November
2019, perihal : Tindak Lanjut Hasil COP
CITES Ke 18.

3.4.2
Implementasi kegiatan identifikasi

(D)

SEDANG

Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah
dilakukan pada tahun 2019 pada kawasan
dilindungi KPPN.

Untuk identifikasi flora dan fauna, kegiatan
identifikasi belum dilakukan pada areal
efektif (Blok RKT yang ditinggalkan atau
Blok RKT berjalan).

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(8/12) x 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan

endemik
NILAI NILAI
NO | NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
1. 3.51 SEDANG 2 Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia.
Ketersedian prosedur pengelolaan Isi prosedur te!ah menggambarkan secara
flora yang dilindungi mengacu tek.nls unt'uk per'llndungan dan penge!olaannya
pada peraturan perundangan yang baik dari segi perlindungan habitat dan
berlaku perlindungan jenis flora dilindungi. Prosedur
belum mencantumkan peraturan terbaru dalam
0) penyusunan SOP, vyaitu PermenLHK Nomor:
P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018
tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK
Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018
tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
Dllindungi
2. 3.5.2 SEDANG 2 Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan
Implementasi kegiatan seluruhnya sesuai prosedur yang digunakan.
pengelolaan flora sesuai dengan Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi
yang direncanakan tentang  jenis-jenis  flora dilindungi ke
D) masyarakat desa binaan dan karyawan.
3. | 353 BAIK 3 Kondisi spesies flora dilindungi tidak

Kondisi spesies flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik

memiliki potensi terganggu karena tidak
adanya kegiatan perambahan dan /llegal
logging oleh masyarakat.

(D)
Nilai Kematangan/Bobot  Indikator | (14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator | sEpANG
KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan

endemik
NO NILAI NILAI
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
1. 3.6.1 SEDANG 2 Prosedur  pengelolaan  fauna  dilindungi

Ketersedian prosedur pengelolaan
fauna yang dilindungi mengacu

tersedia. Isi prosedur telah menggambarkan
secara teknis untuk perlindungan dan
pengelolaannya baik dari segi perlindungan
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Kondisi species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik (D)

NO NILAI NILAI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER VERIFIER

pada peraturan perundangan yang habitat dan perlindungan jenis fauna dilindungi.

berlaku, dan tercakup kegiatan Prosedur belum mencantumkan peraturan

perencanaan, pelaksana, kegiatan, terbaru  dalam penyusunan SOP, vyaitu

dan pemantauan) PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/

(D) SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan
Kedua Atas PermenLHK Nomor:
P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang
Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dllindungi
dan Surat dari KemenLHK - Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem Nomor: S.859/ICSDAE/IUCH/ KSA-
2/11/2019 tanggal 4 November 2019, perihal :
Tindak Lanjut Hasil COP CITES Ke 18, untuk
penyusunan prosedur.

2. 3.6.2 SEDANG 2 Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan
Realisasi pelaksanaan kegiatan seluruhnya sesuai prosedur yang digu_na_kan_.
pengelolaan fauna sesuai dengan Salah sat_un)_/a_ adalah keglata_n_ SOSIE_illsaSI
yang direncanakan tentang jenis-jenis fauna dilindungi ke
) masyarakat desa binaan dan karyawan.

3. | 3.6.3 SEDANG 2 Kondisi fauna dilindungi berdasarkan Laporan

Bulanan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
dan wawancara dengan Soeradji (Kabag
BINHUT PT WAM) dan Sugihansyah (Kabag
Keling & Kesos PT WAM), mayarakat masih
melakukan perburuan satwa liar, salah satu
diantaranya adalah Babi Hutan dan Rusa
(Payau). Hal ini mengindikasikan potensi
adanya gangguan terhadap fauna dilindungi.
Berdasarkan PermenLHK Nomor:
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018, jenis
fauna Rusa (Payau), masuk dalam daftar
dilindungi.

Upaya yang dilakukan PT Wana Adiprima
Mandiri  dalam  meminimalisir  kegiatan
perburuan satwa liar dilindungi adalah
penempatan pos security dan penyediaan
anggota security/satpam untuk pengamanan
areal ; patroli areal kerja ; pemasangan plang
larangan berburu.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(12/18) x 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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NO NILAI NILAI
NB%I\Q(())'}F,\‘/J:}SEIE: KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

1. | 4.1.1. Dokumen PT WAM terkait pola penguasaan dan
Ketersediaan SEDANG 2 pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak
dokumen/laporan dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
mengenai pola setempat, tertuang dalam:
penguasaan dan 1. Peta Sebaran Desa UPHHK-HA PT WAM skala 1 :
pemanfaatan 50.000, areal PT WAM sebagian besar masuk wilayah
SDA/SDH setempat, Ulayat 4 desa (Respen Tubu, Sembuak Warod, Sei
Ic;j:sr:;ﬂrl:;s;y:i:é:?k Gitag/Pulau Sapi dan Paking)
hukum adat dan/atau 2. Revisi RKUPHHK-HA PT WAM Per|o<_je Tahun 2012_-
masyarakat 2021, dalam RKU terdapat informasi sejarah terkait
setempat, dan Wilayah Ulayat yang ada di areal PT WAM
rencana Berdasarkan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial
pemanfaatan SDH kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di
oleh pemegang izin areal PT WAM antara lain berburu dan mencari burung,
(D) akan tetapi tidak terdapat dokumen/laporan terkait hal ini.

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia belum
memberikan informasi yang cukup, karena tidak tersedia
data atau informasi terkait pemanfaatan HHBK oleh
masyarakat sekitar di areal PT WAM serta pengelolaannya.
Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT WAM
dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun
2012 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020,
akan tetapi PT WAM belum menyusun Rencana Operasional
(RO) Kelola Sosial, sedangkan rencana kelola sosial
mengacu pada rencana yang ada dalam RKTUPHHK-HA,
namun belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa
binaan.

2. | 41.2. PT WAM telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait
Tersedia mekanisme BAIK 3 penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara
pembuatan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang
/rekon-struksi batas disepakati para pihak tertuang dalam :
kawasan secara 1. SOP Penentuan Batas Partisipatif
partisipatif dan 2. SOP Pencegahan Konflik Sosial
penyelesaian konflik 3. SOP Penyelesaian Konflik Sosial
batas kawasan Hasil telaahan terhadap isi SOP tersebut, telah sesuai dan
(CD) telah diimplementasikan dalam Penataan Batas Partisipatif

Wilayah Ulayat yang ada di areal PT WAM serta dalam
Penanganan Konflik yang terjadi di areal PT WAM.

3. | 413 PT WAM memiliki mekanisme yang lengkap terkait
Tersedia mekanisme BAIK 3 pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
pengakuan hak-hak masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
dasar masyarakat tertuang dalam:
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NO NILAI NILAI
NB%I\Q(())?\‘/JS;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

hukum adat dan 1. SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional masyarakat Adat

masyarakat 2. SOP Monitoring Aktivitas Masyarakat

setempat dalam 3. SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat

perencanaan 4. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan

pemanfaatan SDH . .

SOP yang tersedia telah mengakomodir terhadap

(D) pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan
SDH.

4. 4.1.4. Areal PT WAM secara administrasi masuk dalam wilayah 4
Terdapat batas yang BAIK 3 desa Sembuak, Sembuak Warod, Sei Gitag dan Paking.
memisahkan secara Pada Peta Sebaran Desa telah dibuat batas wilayah ulayat
tegas antara masing-masing desa dan masyarakat telah sepakat terhadap
kawasan/areal kerja batas tersebut. Batas tersebut sebagai acuan dalam
unit manajemen Pembagian Fee kompensasi oleh PT WAM kepada
dengan kawasan masyarakat
Ef:slgj/:fair;t Terdapat dokumen terkait Batas dengan masyarakat sekitar

di areal PT WAM antara lain :

(CD) 1. Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Lahan Wilayah
Sungai Gitag dan Desa Paking di Areal PT WAM
tanggal 13 Agustus 2017, bahwa batas yang digunakan
adalah batas alam pada punggung gunung yang
memisahkan daerah aliran sungai Gita.

2. Peta Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan Konflik PT
WAM, peta penguasaan lahan di dalam areal PT WAM
dibagi atas lahan hak ulayat Sungai Gita, Desa Paking
dan Desa Sembuak, seluruh batas merupakan batas
alam berupa punggung gunung dan sungai.

Berdasarkan informasi Petugas Kelola Sosial batas wilayah

Sungai Gita dengan Desa Paking dan Desa Sembuak adalah

batas alam yaitu berupa punggung gunung dan sungai.

PT WAM memiliki dokumen bukti yang lengkap terkait luas

dan batas kawasan/areal kerja UM dengan kawasan
kehidupan masyarakat sekitar.

5. 4.1.5. PT WAM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah
Terdapat BAIK 3 mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah
persetujuan para (dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah) dengan telah
pihak atas luas dan disahkannya RKUPHHK dan RKTUPHHK PT WAM dan
batas areal kerja terdapat BA Tata Batas dengan Perusahaan sekitar, serta
IUPHHK/KPH terdapat surat perjanjian kerjasama/kesepakatan dengan
(CD) masyarakat sekitar terkait operasional PT WAM tertuang

dalam:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT WAM dengan
Pemerintah Desa Paking tanggal 3 Oktober 2018

2. Surat Perjanjian antara PT WAM dengan Lembaga Adat
Dayak Abay Sembuak (LADAS) tanggal 10 April 2017

3. Perjanjian Kerjasama diterbitkan oleh Notaris Sisnarto
SH, M.Kn Nomor : 56/L/2014 tanggal 5 Juni 2014,
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NO NILAI NILAI
NB%I\Q(())?\‘/JS;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
antara PT WAN dengan Ahli Waris Alm. Tabor Sawen
(Sungai Gitaqg)
Lokasi RKT PT WAM Tahun 2019 dan 2020 masuk wilayah
admistrasi desa Sembuak, Sungai Gita dan Paking.
Pada areal PT WAM masih terdapat potensi konflik dengan
masyarakat sekitar, terkait pemakaian jalan hauling di KM 0
- 13 disitu terdapat masyarakat yang berladang, namun
selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan
baik.
PT WAM memilki dokumen yang lengkap terkait
persetujuan para pihak dan batas areal kerja IUPHHK.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (19 /21) x 100 % = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator | alK
KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.2.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No. NILAI NILAI

NB%I\Q(())?\‘/JE;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

1. 4.2.1. PT WAM memiliki sebagian dokumen terkait tanggung
Ketersedian SEDANG 2 jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan
dokumen yang perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam :
menyangkut 1. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 - 2021
tanggung jawab 2. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020
sosial pemegang izin 3. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT WAM Tahun 2019 -
sesuai dengan 2020 (laporan rutin ke Dinas tidak tersedia).
peraturan perun- 4. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat
dangan yang . .
relevan/berlaku sekitar sesuai kesepakatan. .

5. Kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat sekitar
® areal terkait operasional PT WAM

PT WAM belum menyusun Rencana Operasional Kelola

Sosial yang dibuat secara terpisah dan dirinci kegiatannya

pada masing-masing desa binaan serta belum membuat

laporan kelola sosial yang dilaporkan ke instansi terkait

secara periodik.

2. | 4.22. PT WAM memiliki mekanisme yang lengkap terkait
Ketersediaan BAIK 3 pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
mekanisme masyarakat tertuang dalam :
pemenuhan 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
kewajiban sosial 2. SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat
pemegang izin 3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan
terhadap masyarakat
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masyarakat hukum
adat dan masyarakat
setempat dalam
pengelolaan SDH

(D)

No. NILAI NILAI
NB%I\Q(())?\‘/JS;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
(D) Hasil telaahan terhadap SOP yang ada telah mengakomodir
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat.

3. 4.2.3. Pada periode Penilikan ke-1, kegiatan sosialisasi PT WAM
Kegiatan sosialisasi BAIK 3 kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti :
kepada masyarakat 1. Notulen Rapat Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan,
mengenai hak dan Kawasan Lindung dan Kegiatan RKT-IUPHHK Tahun
kewajiban pemegang 2019 PT WAM kepada masyarakat di sekitar areal kerja
izin terhadap pada tanggal 17 Desember 2018 (hadir 21 orang).
masyarakat dalam 2. BA Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi
mengelola SDH Kawasan Lindung dan Sosialisasi Kelola Sosial dan
(D) Sosialisasi Kegiatan Perusahaan RKT-IUPHHK Tahun

2020 PT WAM kepada masyarakat sekitar areal kerja
pada tanggal 19 Desember 2020 (hadir 42 orang).
Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial PT
WAM, bahwa lokasi RKT PT WAM Tahun 2019 masuk
wilayah desa Sembuak Warod dan Tahun 2020 masuk
wilayah administrasi desa Paking, dan sosialisasi dilakukan
pada desa tersebut dan terdapat kesepakatan terkait
operasional PT WAM dan telah direalisasikan sesuai

kesepakatan.

4. 4.2.4. PT WAM memiliki bukti yang lengkap terkait realisasi
Realisasi BAIK 3 pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/
pemenuhan implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
tanggung jawab masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang
sosial terhadap dalam:
masyarakat 1. Bantuan Perbaikan Jalan menuju ladang masyarakat
/implementasi hak- desa Pelita Kenaan
hak dasar

Bantuan Material (kayu dan lainnya) untuk Rumah

Bantuan BBM untuk kegiatan Ibadah

Bantuan Hari Besar Agama

Bantuan Paket Sembako untuk masyarakat yang

tinggal di KM 0 - 13 Jalan Logging.

6. Bantuan Dana Bina Desa (untuk Desa Paking dan
Sembuak)

7. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat
sekitar, sesuai kesepakatan.

8. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal ada 62 orang dari
164 karyawan (37,8 %)

9. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan dan Penarikan Rakit
dari masyarakat sekitar.

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara pendamping

kriteria sosial, diperoleh informasi bahwa PT WAM telah

merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat /fimplementasi hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.

a s wDd
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No. NILAI NILAI
NB%I\Q(())?\‘/JS;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

5. 4.2.5. PT WAM memilki dokumen yang lengkap terkait
Ketersediaan BAIK 3 pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk
laporan/dokumen ganti rugi yang tertuang dalam :
terkait pelaksanaan 1. Rencana & Realisasi Kegiatan Sosial PT WAM Tahun
tanggung jawab 2019 mencapai 86,07 % dan realisasi Kelola Sosial PT
sosial pemegang izin WAM s/d bulan Juni Tahun 2020
termasuk ganti rugi 2. Realisasi Bantuan Paket Sembako (15 paket )

(D) 3. Realisasi Pembayaran Dana Bina Desa (desa Paking
dan Sembuak)
4. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2019,
sesuai kesepakatan
5. BAST Kegiatan Kelola Sosial lainnya tersedia lengkap
sesuai dengan kegiatan yang dilakukan PT WAM.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (28/30 ) x 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator | BAIK
KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.3.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
No. NILAI NILAI
NB%I\Q(())?\‘/JE;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

1. | 4.3.1. PT WAM memiliki data dan informasi sebagian tentang
Ketersediaan data SEDANG 2 masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
dan informasi yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
masyarakat hukum pengelolaan SDH, tertuang dalam :
adat dan/atau 1. Revisi RKUPHHK-HA PT WAM Periode Tahun 2012 -
masyarakat 2021
setempat yang 2. Hak Ulayat masyarakat di areal PT WAM
terlibat, tergantung, 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja
terpgngaruh oleh 4. Pemanfaatan Tenaga Borongan
aktivitas pengelolaan ) .

SDH 5. Kerjasama  Pengadaan  Sayuran/Lauk  dengan
) masyarakat sekitar (ada 2 orang suplier)
Namun PT WAM belum memiliki dokumen terkait Aktivitas
Masyarakat terkait Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat
sekitar areal dan pengelolaannya serta belum terdapat
dokumen/informasi masyarakat yang terpengaruh oleh
aktivitas operasional PT WAM.

2. 4.3.2. PT WAM memiliki mekanisme terkait peningkatan peran
Ketersediaan SEDANG 2 serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
mekanisme dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :
peningkatan peran 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
serta dan aktivitas 2. SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat
ekonomi masyarakat 3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan
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kegiatan peningkatan
peran serta dan
aktivitas ekonomi
masyarakat hukum
adat dan atau
masyarakat
setempat oleh
pemegang izin yang
tepat sasaran

(D)

No. NILAI NILAI
NB%I\Q(())?\‘/JS;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

hukum adat dan/atau

masyarakat Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada

setempat belum seluruhnya mengakomodir peningkatan peran serta

(D) dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
PT WAM telah melakukan Pembayaran Fee Kompensasi
terhadap masyarakat sekitar setiap tahun, akan tetapi PT
WAM  belum memiliki SOP/mekanisme yang mengatur
terkait hal tersebut.

3. | 433 PT WAM memiliki sebagian dokumen rencana pemegang
Keberadaan SEDANG 2 izin  mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
dokumen rencana aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam :
pemegang izin 1. Revisi RKTUPHHK-HA Periode tahun 2012 - 2021
mengenai kegiatan 2. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 & Tahun 2020
peningkatan peran 3. Kesepakatan dengan Desa Paking
serta dan aktivitas 4. Kesepakatan dengan Hak Ulayat Sungai Gita
ekonomi masyarakat 5. Kesepakatan dengan Desa Sembuak Warod
(CD) Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, PT WAM

memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial/PMDH
akan tetapi program kegiatannya yang tercantum dalam
dokumen RKU, RKT, dan Rencana PMDH tidak sinkron,
serta Kegiatan CSR/PMDH yang dilaksanakan oleh PT WAM
berdasarkan usulan/permintaan dan kesepakatan dengan
Masyarakat.

PT WAM belum menyusun Rencana Operasional (RO)
Kelola Sosial pada tahun berjalan yang kegiatannya dirinci
untuk masing-masing desa binaan.

4. 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
Implementasi SEDANG 2 ekonomi oleh PT WAM terhadap masyarakat sekitar adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH
PT WAM Tahun 2019, atau sebesar 0 % (kegiatannya
hanya bantuan bantuan saja)

2. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan yang berasal dari
Lokal (ada 5 Kontraktor semua dari lokal), atau
sebesar 100 %

3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (62 orang dari 164
orang karyawan), atau sebesar 37,8 %

4. Kerjasama Suplai Sayuran/Lauk dari masyarakat sekitar
(suplier 1 desa dari 4 desa binaan), sebesar 25 %

5. Pemanfaatan tenaga kerja harian untuk kegiatan survey
dan persemaian (ada 4 orang)

6. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Kompensasi
lainnya sesuai kesepakatan

Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi PT WAM sebesar :

(0+100+37,8+25) % :4=40,70 % (< 50 %)

Halaman 34 dari 51




N4

W

)’ RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
_of

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

Trustindo Certification
No. NILAI NILAI
NB%I\Q(())?\‘/JS;:IE:( KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER

5. 4.3.5. PT WAM memilki bukti yang lengkap dokumen/laporan
Keberadaan BAIK 3 terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak
dokumen/laporan (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/
mengenai Negara) tertuang dalam :
pelaksanaan 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT WAM Tahun

distribusi manfaat
kepada para pihak

2019 dan 2020 (s.d Mei)

2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2019
(D) 3. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2019
4. Rekap Pembayaran Upah Borongan
5. Rekap Pembayaran Sayur Mayur/Lauk
6. Rekap Kewajiban Pembayaran Kepada
Pemerintah/Negara (PBB, PPh, BPJS) sesuai peraturan
yang berlaku.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20 /27 ) x 100% = 74,04 %
Nilai Kinerja Indikator | SEDANG
KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.4
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
No. NILAI NILAI
NB%'\gg.?’\}J:g:E:‘ KINERJA AKTUAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER VERIFIER
1. 4.41. PT WAM memiliki mekanisme terkait resolusi konflik yang
Tersedianya SEDANG 2 tertuang dalam dokumen :
mekanisme resolusi 1. SOP Pencegahan Konflik Sosial Nomor
konflik 2. SOP Penyelesaian Konflik Sosial
(D) 3. Surat Keputusan Direktur Utama PT WAM Nomor :
04/WAM/DIR/TRK/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018
tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik
PT WAM.
Akan tetapi SOP dan SK Struktur Organisasi Resolusi
Konflik yang tersedia masih belum mengacu pada Perdirjen
PHPL P.5 Tahin 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi
dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan
Produksi.
2. 4.4.2. PT WAM memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang
Tersedia peta konflik SEDANG 2 tertuang dalam Peta Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan
(D) Konflik skala 1 : 250.000, pada Peta tersebut terdapat
informasi wilayah rawan konflik di areal PT WAM di jalan
angkutan kayu dari Km 0 - 13 karena terdapat aktivitas
masyarakat Pelita Kenaan di ladang.
Pada areal PT WAM terdapat wilayah Ulayat sebagai berikut
a. Wilayah Sembuak Warod seluas 8.790 ha
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KINERJA
VERIFIER

NILAI
AKTUAL
VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

b.  Wilayah Sungai Gita seluas 7.290 Ha

c. Wilayah Paking seluas 8.172 Ha

PT WAM telah melakukan pemetaan konflik berupa Peta
Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan Konflik, akan tetapi
belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/
PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan
Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan
Produksi dan PT WAM belum membuat laporan pemetaan
konflik kepada Instansi terkait secara periodik.

4.4.3.

Adanya kelembagaan
resolusi konflik yang
didukung oleh para
pihak

(D)

SEDANG

PT WAM memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik
secara terpisah sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT
WAM  Nomor 04/WAM/DIR/TRK/XI1/2018  tentang
Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT WAM,
ditanda tangani oleh Ir. H. M Saleh (Direktur Utama),
ditetapkan di Tarakan pada tanggal 24 Desember 2018.
Struktur yang ada masih belum mengacu pada Perdirjen
PHPL No. P.5 Tahun 2016.

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan wawancara
diperoleh informasi bahwa SDM yang menangani Resolusi
Konflik masih merangkap jabatan lain serta PT WAM belum
menyusun anggaran secara terpisah untuk Penanggulangan
Resolusi  Konflik, meskipun bila ada konflik perusahaan
mendanai sampai konflik tersebut selesai.

4.4.4.

Ketersediaan
dokumen proses
penyelesaian konflik
yang pernah terjadi

(D)

SEDANG

Pada periode Penilikan ke-1, berdasarkan hasil wawancara
pendamping kriteria Sosial di areal PT WAM tidak terdapat
konflik yang serius, sebelumnya memang pernah terjadi
konflik dengan masyarakat di Jalan Logging KM 0 - 13,
namun konflik yang ada sudah bisa ditangani dan
diselesaikan dengan musyawarah serta terdapat beberapa
kesepakatan.

PT WAM belum menyusun Laporan Resolusi konflik yang
dikirim secara periodik (setiap semester) kepada Instansi
terkait (bukti pengiriman tidak tersedia) dan dilampirkan
kronologis penyelesaian konflik (jika ada).

PT WAM memiliki dokumen sebagian terkait proses
penyelesaian konflik yang pernah terjadi

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(16/24)x100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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4.5.1.

Adanya hubungan
industrial

(D)

SEDANG

PT WAM telah merealisasikan hubungan industrial kepada

karyawan dengan bukti terdapat dokumen :

1. PP PT WAM Peride 2019 -2021 yang telah disahkan
oleh Disnakertrans Prov. Kaltara,
No.297/DTKT/SKN/2019 tanggal 9 Mei 2019 berlaku
sampai 14 Juni 2021.

2. Terdapat BA Sosialisasi PP yang dilengkapi daftar hadir
tanggal 24 Juni 2019 (dengan peserta 28 karyawan)

3. Terdapat Surat Edaran Direktur Utama Nomor :
03/WAM-TS/1/2016, tentang pembentukan Serikat
Pekerja kepada karyawan

4. Contoh SPK Karyawan PT WAM an. Vicentius Mei
Suryanata dan Krispinus Tolopun Kolin

5. SK Gub. Kaltara no. 188.44/K.825/2018 tanggal 14
November 2018 tentang UMK Kabupaten Malinau
Tahun 2019 (sebesar Rp. 2.935.985)

6. SK Gub. Kaltara no. 188.44/K.754/2019 tanggal 21
November 2019 tentang UMK Kabupaten Malinau
Tahun 2020 (sebesar Rp. 3.185.837)

7. Contoh Slip Gaji Karyawan terendah an. Sadikin Nor
dan Syahri Ramadhan

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT WAM

diperoleh informasi bahwa sebagian karyawan belum

mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut karena
belum mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah
merealisasikan sebagian klausul yang terdapat dalam

Peraturan Perusahaan (PP).

4.5.2.

Adanya rencana dan
realisasi
pengembangan
kompetensi tenaga
kerja

(D)

SEDANG

PT WAM memiliki mekanisme peningkatan kompetansi
tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT WAM Periode
2019 - 2021 Bab VI Pasal 21 - 22.

PT WAM telah mengimplementasikan Rencana dan Realisasi
Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja PT WAM tahun
2019 ada 3 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 12 orang,
dan realisasinya mencapai 100 %, akan tetapi pelatihan
yang ada hanya penilaian kinerja dan penyegaran Ganis
sementara pelatihan yang lainnya seperti Pelatihan K3,
Dalkarhut dll. tidak ada direncanakan.

Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT WAM memiliki
6 orang GANIS PHPL (kartu Ganis masih berlaku) terdiri :

a. Kurpet=0orang

b. Canhut=1 orang

c. Nenhut=1orang

d. Binhut =1 orang

e. PKB-R = 3orang

Berdasarkan ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015, masih
terdapat kekurangan Tenaga Teknis PHPL sebanyak 4 orang
(Kurpet =1; Canhut = 1; Nenhut =1 dan Binhut =1).
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karyawan dan
implementasinya.

(D)

No. NILAI NILAI
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VERIFIER VERIFIER

3. | 453. PT WAM memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir
Dokumen standar SEDANG 2 yang tertuang dalam Peratuan Perusahaan PT WAM Periode
jenjang karir dan 2019 - 2021 Bab V Pasal 18 — 20 tentang Penetapan dan
implementasinya Perubahan Jabatan dan SOP Promosi dan Kebijakan Karir.
(D) Realisasi Peningkatan Jenjang Karir PT WAM Tahun 2019 :

No | Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Ket

1. Iswanto Mekanik Senior Chief Mekanik

2. Aspul Driver Mandor

Produksi

Pada periode 1 tahun terakhir, terdapat implementasi
promosi karyawan, akan tetapi tidak dilengkapi sesuai
mekanisme yang ada.
PT WAM memiliki sebagian dokumen terkait Standar
Jenjang jenjang Kkarir terhadap karyawannya dan baru
sebagian yang diimplementasikannya.

4. 45.4. PT WAM memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan
Adanya dokumen SEDANG 2 karyawan tertuang PP PT WAM Periode 2019 - 2021 Bab
tunjangan VIl Pasal 26 - 29 dan telah  mengimplementasikan
kesejahteraan sebagian tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul

yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan

lainnya yang berlaku.

Tunjangan kesejahteraan karyawan PT WAM antara lain :

1. Gaji karyawan semuanya diatas UMK yang berlaku di
Kab Malinau dan pembayarannya lancar

2. Karyawan tinggal di mess yang cukup layak dengan
fasiltas yang memadai

3. Fasilitas olahraga yang ada di Camp adalah lapangan
Tenis Meja, akan tetapi sarana ibadah tidak teredia

4. Terdapat Bukti Setor ~ Pembayaran BPJS
Ketenagakerjaan bulan November. Desember 2019 dan
April, Mei 2020.

5. Sebagian karyawan diikutsertakan BPJS
Ketenagakerjaan terdapat contoh kartu BPJS an. Yulius
Sulan, Markus Rajahala, Krisna Yudi Irianto, dan untuk
kesehatan biaya berobat karyawannya saja yang
ditanggung perusahaan (tidak diikutkan BPJS
Kesehatan)

PT WAM memiliki sebagian Tunjangan Kesehatan terhadap

Karyawan akan tetapi baru sebagian yang

diimplementasikannya.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(16 /24 ) x 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK M SKIUPHHK-HA

IUPHHK) PT Wana Adiprima Mandiri memiliki SK |UPHHK-HA
berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.196/MENHUT-II/2006, tanggal 1 Juni 2006,
tentang Pembaruan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam PT. Wana Adiprima Mandiri atas
Areal Hutan Produksi seluas + 33.090 (tiga puluh tiga ribu
sembilan puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK
merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang
ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi
(Suparno, SH., NIP. 080068472). Terdapat cap stempel
Kementerian Kehutanan dan tercantum nama Menteri
Kehutanan (H. M.S. KABAN, SE., M.Si.). Lampiran peta
untuk SK. Menhut Nomor : SK.196/MENHUT-I1/2006,
tanggal 1 Juni 2006 dengan judul Peta Areal Kerja lzin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
PT. Wana Adiprima Mandiri Kabupaen Malinau Provins
Kalimantan Timur Luas + 33.090, Skala 1 : 100.000.

Dokumen Legalitas Perusahaan

1. Akte pendirian perusahaan dari Notaris Muchlis
Tabrani, SH Nomor 24 tanggal 19 Januari 2001
tentang Pendirian “PT. Wana Adiprima Mandiri” dan
disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia sesuai dengan SK Nomor C-07682
HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 September 2001

2. Akta perubahan (terakhir) PT. Wana Adiprima
Mandiri Nomor : 5 tanggal 20 Maret 2020 dibuat
oleh Hernawan Wangdana,S.H., M.Kn. Terdapat
surat dari Kementrian Hukum dan HAM perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Wana Adiprima Mandiri Nomor :
AHU-0057079.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 21
Maret 2020.

Susunan Pengurus PT Wana Adiprima Mandiri
menjadi sebagai berikut :
¢+ Direktur Utama : Tuan Muhamad Saleh Selamat

Direktur : Tuan Edy Triono

% Komisaris Utama : Tuan Sik Rudy Wongso

% Komisaris : Tuan Ricky Hartono Salim

3. NIB No. 0220002382916 Tanggal 21 Maret 2020.

4. NPWP atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri
dengan Nomor : 02.028.862.7.725.000 dengan
alamat JI. Seroja RT 34 No. 27 Kel. Karang Anyar
Kec. Tarakan Barat;

0,
DR

o

g
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran lzin M PT Wana Adiprima Mandiri telah mendapatkan 2 (dua)
tJIISlTE:HKI)Demanfaatan Hasil  Hutan  Kayu. Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPH meliputi :

a) SPP IHPH No. : S. 1023/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3
Desember 2004 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
dengan luas areal 32.000 Ha (sesuai tarif
Rp.50.000/Ha untuk 20 tahun)

b) SPP-IIUPH (kekurangan) Nomor : S. 539/VI-
BIKPHH/2006 tanggal 6 Juli 2006 dengan tagihan
Rp.54.500.000,- atas kekurangan bayar dengan luas
areal 33.090 Ha (sesuai tarif Rp.50.000/Ha untuk 20
tahun), sehingga terdapat kekurangan bayar IIlUPHH
sebesar Rp.54.500.000,- (1.090 Ha X Rp.50.000)

Dari 2 (dua) SPP IIlUPHH tersebut, telah dibayarkan

sesuai dengan bukti setor IUPHHK sebagai berikut :

a. Bukti Setor sejumlah Rp 1.600.000.000,- via Bank
Mandiri ~ Tarakan  Simpang Tiga  Kepada
Bendaharawan Penerima Setoran IIlUPHHK dengan
No.Rekening  102.000.420.3870 Bank  Mandiri
Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada
tanggal 13 Desember 2004 ;

b. Bukti Setor sejumlah Rp 54.500.000,00 via Bank
Mandiri ~ Tarakan Simpang  Tiga Kepada
Bendaharawan Penerima Setoran IIlUPHHK dengan
No.Rekening  102.000.420.3870 Bank Mandiri
Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada
tanggal 7 Juli 2006.

1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar

. 2 N/A Pada areal IUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri tidak
kegiatan IUPHHK (jika ada).

terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar [IUPHHK-
HA atau Non Kehutanan.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan M RKUPHHK-HA
Kerja/  RTT beserta lampirannya yang telah - RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT. Wana
Adiprima Mandiri untuk jangka waktu sepuluh (10)

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah Nomor: SK. 31/BUHA-2/2012 tanggal 3 April 2012
; ; tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha
h.utan dah ) dilaksanakan oleh Ganis PHPL Pemar?faatan H;sil Hutan Kayu Dejzlam Hutan Alam
Timber Cruising dan/atau Canhut. pada Hutan Hutan Produksi (RKUPHHK-HA)
- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang (IHMB) periode Tahun 2012 - 2021 atas nama PT.

Wana Adiprima Mandiri Provinsi Kalimantan Timur.

berwenang atau yang disahkan secara self Dokumen RKUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

approval.
Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.

dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 :
50.000 sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT.
Wana Adiprima Mandiri untuk jangka waktu sepuluh
(10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017  tanggal 16
Januari 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi Berbasis
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala atas nama
PT. Wana Adiprima Mandiri Provinsi Kalimantan
Utara Periode Tahun 2012 - 2021. Dokumen Revisi
RKUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri dilengkapi
lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000
sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

RKTUPHHK-HA

Terdapat dokumen (buku) RKTUPHHK-HA PT. Wana
Adiprima  Mandiri  tahun 2019 yang telah
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 915/72/Kpts-RKT/ILI/XII/2018 tanggal 07
Desember 2018 dengan masa berlaku dari tanggal 1
Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

SK persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 ditanda
tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara Ir. Syarifuddin, MMA/
NIP.19640215 199703 1 002 dan dibubuhi cap
stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Utara.

Terdapat dokumen (buku) RKTUPHHK-HA PT. Wana
Adiprima  Mandiri tahun 2020 yang telah
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 915/68/Kpts-RKT/ILI/XII/2019 tanggal 19
Desember 2019 dengan masa berlaku dari tanggal 1
Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

SK persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 ditanda
tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara Ir. Syarifuddin, MMA/
NIP.19640215 199703 1 002 dan dibubuhi cap
stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Utara.

GANIS PHPL CANHUT

PT Wana Adiprima Mandiri memiliki tenaga teknis
(Ganis) PHPL Canhut atas nama Edi Suanto Register
01422-11/CANHUT/XXXIV/2014 dan berlaku sampai
dengan tanggal 09 April 2023.
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada
RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya
di lapangan

PT Wana Adiprima Mandiri memiliki Peta RKTUPHHK-HA
Tahun 2019 dan tahun 2020 yang memuat areal-areal
yang tidak boleh ditebang berupa :

a. Sempadan sungai;

b.  Buffer Zone Hutan Lindung;
c. Areal Konservasi (KPPN);

d. Kebun Benih; dan

e. Petak Ukur Permanen (PUP)

Berdasarkan dokumentasi foto berkoordinat diperoleh
bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh
ditebang antara lain :Sungai Sembuak dari papan kayu
dengan cat dasar warna hijau dan tulisan cat warna putih
pada koordinat N 03° 38’ 26,9” dan E 116° 28’ 52,” yang
berbatasan dengan petak W.15 dari RKTUPHHK-HA
Tahun 2019.

2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok
RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di
lapangan

PT Wana Adiprima Mandiri memiliki Peta RKTUPHHK-HA
Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang memuat areal-lokasi
Blok Tebangan yang tergambar jelas pada peta.

Berdasarkan dokumentasi foto berkoordinat diperoleh
bukti adanya penandaan pada areal blok tebangan dan
petak  tebangan.  Diverifikasi penandaan  Plang
RKTUPHHK-HA Tahun 2020, Patok Petak H9-H10, H9-H9,
dan H10-H11 RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sesuai peta.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.21.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa
dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.

M

- RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT. Wana
Adiprima Mandiri untuk jangka waktu sepuluh (10)
tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: SK. 31/BUHA-2/2012 tanggal 3 April 2012
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
pada Hutan Hutan Produksi (RKUPHHK-HA)
Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
(IHMB) periode Tahun 2012 - 2021 atas nama PT.
Wana Adiprima Mandiri Provinsi Kalimantan Timur.
Dokumen RKUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri
dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 :
50.000 sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT.
Wana Adiprima Mandiri untuk jangka waktu sepuluh
(10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017  tanggal 16
Januari 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi Berbasis
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala atas nama
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pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan  lahan  yang  diizinkan  untuk
pembangunan hutan tanaman industri.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT. Wana Adiprima Mandiri Provinsi Kalimantan
Utara Periode Tahun 2012 - 2021. Dokumen Revisi
RKUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri dilengkapi
lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000
sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2.2.1.b.  Kesesuaian lokasi dan  volume N/A PT Wana Adiprima Mandiri merupakan pemegang

IUPHHK dalam Hutan Alam yang menerapkan Sistem
Silvikultur TPTI dan bukan merupakan pemegang IUPHHK
Hutan Tanaman yang melaksanakan kegiatan penyiapan
lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

M

PT Wana Adiprima Mandiri pada periode audit (Mei 2019
s.d. Pelaksanaan Audit per 21 Juli 2020) telah membuat
LHP sebanyak 8.350 batang (vol 44.858,94 m3).
Petugas pembuat LHP atas nama Thio Saw Liang Reg.
00023-10/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan tanggal
15 Juli 2021.

LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang
dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam
system SIPUHH Online.

Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara
dengan perhitungan stok (Mei 2019 s.d. pelaksanaan
audit per tanggal 21 Juli 2020) sbb :

1. Stok Awal, 2.096 btg (vol 10.178,00 M3)
2. Penambahan (LHP) = 8.385 btg (vol 44.858,94 M3)
3. Pengurangan (SKSHHK, DKDS) = 10.268 btg (vol
54.150,66 M3)
4.  Stok Akhir, 213 btg (vol 886,28 M3)
- Di TPK Hutan Km 17 = -
- Di TPK Hutan Km 31 = 91 btg (vol 86,79 M3)
- DiTPK Antara | = 112 btg (748,32 M3)
- DiTPK Antara Il = 10 btg (51,17 M3)

Berdasarkan Uji Petik Pengukuran Kayu yang dilakukan
pada TPK Antara | Kabiran didapatkan hasil tidak terdapat
perbedaan jenis dan perbedaan volume sebesar 2,01%
(dibawah toleransi <5%) yang berarti antara fisik kayu dan
LHP diverifikasi kebenarannya.
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Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan
lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau
penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan
dan/atau penampung kayu terdaftar

M

PT Wana Adiprima Mandiri telah menetapkan lokasi TPK
Hutan, TPK Antara dan telah terunggah pada website
SIPUHH Online sebagai berikut :

PT Wana Adiprima Mandiri telah menetapkan TPK
Hutan pada Km 31 melalui SK Direktur Utama No.
02/SK.DIRUT/WAM/IV/2016  tentang  Penetapan
Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan Km
31, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
atas nama PT Wana Adiprima Mandiri tgl. 1 April
2016 pada koordinat N 030 35’ 15,8” dan E 1160 27’
02,5".

PT Wana Adiprima Mandiri telah menetapkan TPK
Hutan pada Km 17 melalui SK Direktur Utama No.
03/SK.DIRUT/WAM/IV/2016  tentang  Penetapan
Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan Km
17, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
atas nama PT Wana Adiprima Mandiri tgl. 1 April
2016 pada koordinat N 030 36’ 13,8” dan E 1160 30’
37,1,

PT Wana Adiprima Mandiri telah menetapkan TPK
Antara 1 Kabiran melalui SK Direktur Utama No.
04/SK.DIRUT/WAM/IV/2016  tentang  Penetapan
Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara |
Kabiran, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan
Utara atas nama PT Wana Adiprima Mandiri tgl. 1
April 2016 pada koordinat N 030 34’ 14,0” dan E
1160 36’ 04,0”.

PT Wana Adiprima Mandiri telah menetapkan TPK
Antara Il Lubuk Manis Kelapis melalui SK Direktur
Utama No. 05/SK.DIRUT/WAM/IV/2016 tentang
Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
Antara Il Lubuk Manis Kelapis, Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara atas nama PT Wana
Adiprima Mandiri tgl. 1 April 2016 pada koordinat N
03° 37’ 59,0” dan E 116° 40’ 02,0".

Selama periode audit (Mei 2019 s.d. April 2020), PT
WAM telah melakukan penerbitan dokumen angkutan
yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai
ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu:

Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan dengan Tujuan
TPK Antara | Kebiran sebanyak 693 set SKSHHK
sebanyak 7.710 batang (vol 41.921,87 m3)
diterbitkan oleh ganis PHPL PKB atas nama Abidin
Wawan No. Reg 00094-11/PKB-R/XXXIV/2010
berlaku sampai dengan 1 Juli 2023.

Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara | Kebiran
dengan Tujuan TPK Antara Il Kelapis sebanyak 51
set SKSHHK sebanyak 8.448 batang (vol 45.468,80
m3) diterbitkan oleh ganis PHPL PKB atas nama
Haryono No. Reg 017788-11/PKB-R/XXXIV/2015
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oleh pemegang izin.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berlaku sampai dengan 13 April 2023.
- Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara | Kebiran
dengan Tujuan TPK Antara Il Kelapis sebanyak 16
set SKSHHK sebanyak 7.915 batang (vol 42.727,97
m3) diterbitkan oleh ganis PHPL PKB atas nama
Haryono No. Reg 017788-11/PKB-R/XXXIV/2015
berlaku sampai dengan 13 April 2023.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK
NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcodle pada kayu M PT Wana Adiprima Mandiri telah  melakukan
bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak. penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat
sarana prasarana serta SDM di Basecamp.
Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik
pada tunggul dan bontos kayu, antara lain berupa
Barcode SIPUHH warna Kuning.
Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos
bisa dibaca dengan barcode scanner.
Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Wana
Adiprima Mandiri telah memiliki identitas dan dapat
dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling
pengecekan pada Petak H-10 dan Petak H-8 RKT 2020
Sebagai berikut :
- Kayu dengan barcode No. 1905A05WAMD00000
00000091095 telah di-LHP-kan pada LHP No. No.
07a/LHP-KB/REG-WAM/IV/2020 tgl. 30 Maret 2020
;diangkut melalui SKSHHK No. KB.B. 6516724 tgl.
11 April 2020 ; diangkut melalui SKSHHK No. KB.B
6588657 tgl 24 April 2020; diangkut melalui
SKSHHK No. KB.B. 6628703 tgl. 04 Mei 2020.
- Kayu dengan barcode No. 1905A05WAMDO000000
0000092800 telah di-LHP-kan pada LHP No. No.
07a/LHP-KB/REG-WAM/IV/2020 tgl. 30 Maret 2020 ;
diangkut melalui SKSHHK No. KB.B.6512679 tgl. 10
April 2020 ; diangkut melalui SKSHHK No. KB.B
6588657 tgl 24 April 2020; diangkut melalui
SKSHHK No. KB.B. 6628703 tgl. 04 Mei 2020.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten M PT WAM telah melakukan penatausahaan kayu dengan

SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di
Basecamp PT Wana Adiprima Mandiri beserta SDM dan
operatornya. Hasil pengecekan pada operasional SIPUHH
Online dapat dilakukan dan tidak terdapat kendala di
lapangan.

Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan
sepenuhnya diimplementasikan dilapangan.

Penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada
dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara
konsisten serta hasil uji petik lacak balak menunjukkan
bahwa kayu PT Wana Adiprima Mandiri dapat ditelusuri
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB
dan lampirannya untuk hutan tanaman

M

PT Wana Adiprima Mandiri memiliki arsip dokumen
SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB)
dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK
Antara.

Selama periode audit, PT Wana Adiprima Mandiri telah
melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah
menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk
melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan
menuju TPK Antara |, TPK Antara | menuju TPK Antara I,
dan TPK Antara Il menuju industri dengan jumlah
SKSHHK, Batang dan Volume seperti pada verifier 3.1.2

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.2.1.a. Dokumen SPP  (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M

SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan
kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan
PSDH diterbitkan melalui system SI PNBP sesuai
ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb :

- DR sebesar US$ 689.094,34

- PSDH sebesar Rp 3.630.244.950,00

Terdapat SPP atas denda keterlambatan bayar dengan
rincian :

- DR sebesar US$ 5.054,83

- PSDH sebesar Rp 23.282.814,00

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening
yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai
besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN
(Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing
bukti setor yang dibayarkan dengan total :

- DR sebesar US$ 689.094,34

- PSDH sebesar Rp 3.630.244.950,00

Terdapat SPP atas denda keterlambatan bayar dengan
rincian :

- DR sebesar US$ 5.054,83

- PSDH sebesar Rp 23.282.814,00

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan
lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan pelunasan
pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen
tagihan PNBP yang diterbitkan.

Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah
Kalimantan

(PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.64/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.3.1. Dokumen PKAPT

N/A

Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang
pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang
Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

M

PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen yang

menunjukkan identitas kapal sesuai keberadaan Surat

Persetujuan Berlayar, dengan conoh Sample Pemeriksaan

secara random sampling atas nama Kapal :

1) TB.BUR3 & TKMLB 03 sesuai SKSHHK  KB.B.
5652401 tgl. 08/10/2019 tujuan PT Nusantara
Timber Pratama (TPT-KB) Gresik, Jawa Timur.

2) TB ATLANTIK STAR 27 & TK LABANAN 7 sesuai
SKSHHK KB.B. 5667806 tgl. 11/10/2019 tujuan
PT Cipta Wijaya Mandiri ( IUIP) Demak, Jawa
Tengah.

3) TB BUR 5 & TK BUR 6 sesuai SKSHHK KB.B.
6307480 tgl. 01/03/2020 tujuan PT Kayu Lapis
Indonesia Kendal, Jawa Tengah.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan.

PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan
Nomor 035.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan
tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT.
Trustindo Prima Karya.

Sertifikat PHPL PT Wana Adiprima Mandiri dengan
Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 10 Juni 2019 s,d,
09 Juni 2024.

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal
bertuliskan “036.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN” dan
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan
“036.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN”.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL. PT Wana Adiprima Mandiri (PT WAM) telah memiliki
dokumen AMDAL/RKL-RPL yang telah disahkan oleh
Bupati Malinau Nomor: 522.11/04/EKPM/1I/2002 Tanggal
11 Februari 2002 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL
(ANDAL, RKL dan RPL) IUPHHK An. PT Wana Adiprima
Mandiri di Kabupaten Malinau, ditandatangani oleh Bupati
Malinau a/n Drs. Marthin Billa, MM. Salinan dokumen
tersebut telah diperiksa keasliannya oleh Notaris Sisnarto,
SH. M.Kn. tanggal 3 April 2014 Nomor: 084/L/2014.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. M PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen RKL-RPL
yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah
disahkan oleh Bupati Malinau Nomor:

522.11/04/EKPM/I/2002 Tanggal 11 Februari 2002
tentang Persetujuan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan
RPL) IUPHHK An. PT Wana Adiprima Mandiri di
Kabupaten Malinau, ditandatangani oleh Bupati Malinau
a/n Drs. Marthin Billa, MM. Salinan dokumen tersebut
telah diperiksa keasliannya oleh Notaris Sisnarto, SH.
M.Kn. tanggal 3 April 2014 Nomor: 084/L/2014.

41.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan M PT Wana Adiprima Mandiri diverifikasi telah menyusun
pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Triwulan Il dan
biologi dan sosial. Triwulan IV Tahun 2019.

Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada
instansi  terkait sesuai dengan bukti pengiriman/
penerimaan dokumen laporan pada Isntansi Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malinau.

Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan
dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada
periode Audit diantaranya :

- Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai
berupa penandaan
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

- Pengujian Kualitas Air sesuai hasil laboratorium
- Penyerapan Tenaga Kerja
- Kontribusi terhadap Masyarakat sekitar

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M Berdasarkan verifikasi dokumen terkait procedure K3
maka diketahui bahwa PT Wana Adiprima Mandiri telah
memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Nomor : 01/Umum/SOP/WAM/16 terbit tanggal 15
Februari 2016, yang dibuat oleh Syahriansyah (Kabag.
Umum dan Administrasi) ; diperiksa oleh Decky
Apriansyah (Camp Manager) dan disetujui oleh Ir. H. M.
Saleh (Direktur Utama).

Terdapat Surat Keputusan Manager Camp PT Wana
Adiprima Mandiri Nomor : 8/\WAM-KBR/I/2016 tanggal 13
Januari 2016 tentang penunjukkan personel yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan K3 di lingkungan areal kerja PT Wana
Adiprima Mandiri, dengan susunan pengurus :

e  Syahriansyah : Koordinator K3

e Sugiansyah : Pelaksana Administrasi

e  Siswoyo : Pelaksana Operasional

5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. M PT Wana Adiprima Mandiri memiliki peralatan K3
berdasarkan keberadaan Daftar Peralatan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan dokumentasi keberadaanya di Lapangan
dapat diverifikasi bahwa ketersediaan peralatan K3 PT
Wana Adiprima Mandiri teelah tersedia.

5.1.1. c. Catatan kecelakaan M Terdapat laporan kecelakaan kerja PT Wana Adiprima
kerja. Mandiri.

Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui
bahwa pada PT Wana Adiprima Mandiri tidak terdapat
kejadian kecelakaan kerja/ NIHIL.

Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah
sebagai berikut :

- Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan
akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)

- Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang
ada pada Prosedur K3

- Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
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Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

)’ RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M

Pada lingkungan karyawan PT Wana Adiprima Mandiri
belum terbentuk serikat pekerja. Namun, PT Wana Adipria
Mandiri telah memiliki kebijakan terkait kebebasan untuk
berserikat dan berkumpul bagi karyawan, sesuai Surat
Edaran Nomor: 03/WAM-TS/I1/2016 tanggal 01 Februari
2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wana
Adiprima Mandiri a/n Ir. H. M. Saleh S yang menyatakan
kebebasan kepada karyawan dan karyawati PT Wana
Adiprima Mandiri untuk membentuk serikat pekerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-

hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen M Peraturan Perusahaan PT Wana Adiprima Mandiri Tahun
KKB atau PP

2019 ditetapkan di Tarakan pada tanggal 09 Mei 2019
dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wana
Adiprima Mandiri an. Ir. H. M. Saleh Selamat.

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Adiprima
Mandiri telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
No. 297/DTKT/SKN/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan
berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d 14
Juni 2021.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

(diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di M PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen daftar
bawah umur

karyawan per 30 Juni 2019. Berdasarkan daftar karyawan
tersebut dapat

Vincentius Mei Suryanata dengan tanggal lahir diketahui
bahwa karyawan PT Wana Adiprima Mandiri seluruhnya
berjumlah 164 (seratus enampuluh empat) orang yang
terdiri dari 153 (seratus lima puluh tiga) orang Laki-laki
dan 11 (sebelas) orang Perempuan.

Karyawan yang termuda bernama 31 Mei 2002 di
Samarinda dan saat masuk kerja telah berusia lebih dari

18 tahun sebagai Pembantu Mekanik.
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TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

o wor | Mt | Mgte | e e
1. 1.1 Baik 3 3
2, 1.2 Baik 3 3
3. 13 Sedang 2 3
4. | 1.4 Sedang 2 3
5 | 1.5 Baik 3 3
6. l 2.1 Sedang 2 3
7. 2.2 Sedang 2 3
8. 2.3 Baik 3 3
9. 24 Sedang 2 3
10. 2.5 Baik 3 3
1. 2.6 Sedang 2 3
12. | 3.1 Baik 3 3
13. | 3.2 Sedang 2 3
14. 3.3 Sedang 2 3
15. 34 Sedang 2 3
16. | 3.5 Sedang 2 3
17. E 3.6 Sedang 2 3
18. | 4.1 Baik 3 3
19. | 42 Baik 3 3
20. 43 Sedang 2 3
21 | 44 Sedang 2 3
22. | 45 Sedang 2 3

JUMLAH 52 66

NILAI KINERJA AKHIR = 78,78 % SEDANG
g
Samarinda, 10 Agustus 2020
HPL PT Trustindo Prima Karya
Trustinde C Calion

Ir. Kurnia, IPU
Direktur
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